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PENGANTAR

BUKU INI ADALAH PEDOMAN OPERASIONAL TEKNIK Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Masyarakat dan Permukiman (Re-Kompak) di Tingkat Kelurahan/Desa yang berisi rambu-
rambu utama sebagai acuan untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi 
permukiman di wilayah NAD dan Nias. 

TIGA ALASAN PENTING mengapa buku pedoman ini disusun: 
Pertama, terkait dengan model pembangunan yang diterapkan yaitu model 
pembangunan partisipatif yang melibatkan berbagai pelaku dengan pelaku utama 
masyarakat/komunitas (bertumpu pada komunitas dan berbasis nilai). 
Kedua, terkait dengan pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat beragam baik 
dari posisinya, sumberdaya yang dimiliki, pengetahuannya dan juga intensinya dalam 
konteks pembangunan partisipatif, sehingga bila tidak diberikan pedoman yang jelas 
yang berlaku bagi semua pelaku maka yang terjadi adalah kekacauan. 
Ketiga, terkait dengan kondisi alam dimana pembangunan tersebut dilakukan, yang 
sangat rentan terhadap gempa bumi, angin topan dan juga dlm jangka panjang tsunami, 
sehingga pembangunan harus menghasilkan bangunan tahan bencana alam. 

BUKU PEDOMAN INI DITUJUKAN UNTUK semua pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi 
permukiman di wilayah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, 
utamanya para Fasilitator Perumahan yang akan mendampingi masyarakat korban gempa 
dan atau tsunami dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman mereka.  

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RE-KOMPAK terdiri dari tiga buku, yaitu:
Buku 1: Pedoman Manajemen Proyek (Project Management Manual); lebih ditujukan 
untuk para pengambil keputusan di tingkat proyek. 
Buku 2: Pedoman Operasional Umum; menguraikan apa yang akan dicapai dan yang 
harus dilakukan di tingkat kelurahan/desa.  
Buku 3: Pedoman Operasional Teknis; menguraikan bagaimana hal tersebut dicapai 
serta tata cara suatu kegiatan dalam proyek dilakukan. 



BAB I 
PERSIAPAN DAN PENDATAAN 

1.1. Tata Cara Membentuk Komite Permukiman Kota/Kabupaten 

A. Ketentuan Dasar 

Komite Permukiman Kota/Kabupaten adalah panitia ad-hoc di tingkat kota/kabupaten yang 
dibentuk dalam rangka memadukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek rehabilitasi dan 
rekonstruksi. Komite ini berbentuk dewan, jadi proses pengambilan keputusan dilakukan secara 
kolektif, dimana ketua sendiri tidak berhak mengambil keputusan, dan beranggotakan jumlah 
anggota yang ganjil sehingga masih terbuka kemungkinan dalam kondisi yang terpaksa dapat 
dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.  

Semua anggota Komite Permukiman Kota/Kabupaten bekerja atas dasar sukarela, serta tidak 
diperkenankan digaji atau menerima imbalan honor secara rutin. Meskipun demikian biaya 
operasional kegiatan Komite akan disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten sebagai bagian 
dari kontribusi pemerintah kota/kabupaten dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi 
permukiman.  
Untuk memfasilitasi kegiatan Komite Permukiman Kota/Kabupaten, maka PemKot/PemKab akan 
membentuk sekretariat Komite Permukiman Kota/Kabupaten.  

B. Langkah-Langkah 

Pembentukan Komite Permukiman Kota/Kabupaten ini dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 

(1) Lokakarya Antar Pelaku 
Bappeda Kota/Kabupaten menyelenggarakan lokakarya antar pelaku dengan mengundang 
semua stakeholder kota ; perguruan tinggi, kelompok-kelompok peduli, asosiasi profesi, 
asosiasi usaha sejenis, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, dinas terkait, dsb, dengan tujuan 
memperkenalkan konsep proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman dan mekanisme 
kerjanya 

(2) Pembentukan Komite Permukiman Kota/Kabupaten melalui lokakarya/rembug kota, yang 
beranggotakan jumlah yang ganjil terdiri dari unsur: 
- Unsur pemerintah kota/kabupaten; dinas terkait,  
- Unsur masyarakat; tokoh masyarakat, ulama, dsb baik formal maupun informal 
- Unsur cendekiawan; professional, akademisi, dan lain-lain  
- Unsur LSM 
- Unsur bisnis; tokoh usahawan, dan lain--lain 
yang perduli terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman di wilayah NAD dan Nias 

(3) Pelantikan Komite Permukiman Kota/Kabupaten oleh walikota/bupati, dan bila diperlukan 
dapat diterbitkan Surat Keputusan Pendirian Komite. 

1.2. Tata Cara Melakukan Survei Swadaya 

A. Ketentuan Dasar 

 Survei Swadaya merupakan tahap awal untuk melakukan perencanaan kawasan/lingkungan 
dan rumah secara partisipatif. 
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 Survei Swadaya adalah kegiatan penggalian data dan informasi tentang kondisi lingkungan 
permukiman yang dilakukan oleh masyarakat korban bencana gempa dan tsunami di NAD 
dan Nias sebagai bahan untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan 
dan perumahan mereka. 

 Data dan informasi yang akan digali melalui survei swadaya ini adalah: 
- Persoalan dan potensi permukiman (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, 

sumberdaya sosial, sumberdaya ekonomi, dll) 
- Kondisi prasarana lingkungan  
- Kondisi perumahan 
- Batas dan status tanah 
- Profil keluarga calon penerima hibah 

 Survei swadaya ini akan menghasilkan: 
(1) Peta sederhana kawasan kelurahan/desa, yang berisi: 
- Tata letak tapak, status tanah dan status penguasaan 
- Peta jaringan dan profil kondisi prasarana dan sarana lingkungan yang ada. 

(2) Profil dan tingkat kerusakan rumah per keluarga 
(3) Profil persoalan dan potensi permukiman (termasuk di dalamnya ketersediaan bahan 

bangunan, tenaga kerja/tukang, toko material, gudang, pembuangan sanitasi lingkungan, 
dll)

 Survei Swadaya dilaksanakan oleh “Panitia Survei Swadaya” yang dibentuk dan dikoordinasi 
oleh TPK/Kerap yang beranggotakan relawan-relawan masyarakat dengan jumlah yang 
disesuaikan dengan luas dan sebaran permukiman di kelurahan/desa tersebut. 

 Panitia Survei Swadaya tidak perlu melakukan survei untuk beberapa data yang sebelumnya 
sudah didapatkan melalui kegiatan serupa di PPK/P2KP. 

B. Langkah-Langkah Pelaksanaan Survei Swadaya 

Persiapan Survei Swadaya

Langkah 1: Melakukan Rembug Warga di Tingkat Kelurahan/Desa 

Pelaksana 
Peserta

Waktu 

TPK/Kerap, Faskel/FD dan Fasilitator Perumahan (Fasrum) 
Perangkat kelurahan/desa/geuchik, kader pemuda, kader perempuan, perwakilan 
kelompok penyandang cacat dan perwakilan mayarakat lainnya 
Beberapa jam 

(1) TPK/Kerap mengundang perwakilan warga ditingkat kelurahan/desa untuk menghadiri acara 
rembug warga 

(2) TPK/Kerap membuka rembug warga dengan menjelaskan tujuan penyelenggaraan acara 
yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh Faskel/FD/Fasrum 

(3) Faskel/FD/Fasrum menjelaskan tentang: 
 Latar belakang, tujuan dan hasil kegiatan Survei Swadaya 
 Data dan informasi yang akan digali melalui Survei Swadaya 
 Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan Survei Swadaya 
 Teknik-Teknik yang akan digunakan selama menjalankan Survei Swadaya 

(4) TPK/Kerap membentuk Panitia Survei Swadaya (PSS) yang jumlah anggotanya disesuaikan 
dengan luas dan sebaran permukiman di kelurahan/desa tersebut. Panitia Survei Swadaya 
ini akan bekerja di bawah koordinasi TPK/Kerap. 
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Apabila kegiatan Survei Swadaya dilakukan secara serentak dan dalam jangka waktu yang pendek 
(singkat), maka struktur Kepanitiaan Survei Swadaya yang digunakan sebaiknya terdiri dari: 
a. Pokja Pemetaan Batas dan Status Tanah 
b. Pokja Pemetaan Prasarana dan Sarana Lingkungan 
c. Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan Rumah

(5) Selain itu, TPK/Kerap juga membentuk Panitia Penetapan Penerima Hibah yang masing-
masing terdiri dari 3 orang anggota dari Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah 
dan Tingkat Kerusakan Rumah, 3 orang anggota dari TPK/Kerap dan 3 orang tokoh 
masyarakat. 

Langkah 2: Pelatihan Praktek (coaching) Pemetaan Swadaya

Pelaksana 
Peserta
Waktu 

TPK/Kerap, Faskel/FD dan Fasilitator Perumahan (Fasrum) 
Panitia Survei Swadaya 
1 hari 

(1) Faskel/FD/Fasrum menjelaskan konsep dasar dan mensimulasikan teknik-teknik Survei 
Swadaya yang akan digunakan. Selain itu, juga dijelaskan dan disimulasikan juga format-
format isian yang harus diisi selama menjalankan kegiatan Survei Swadaya tersebut. 

(2) Panitia Survei Swadaya menyepakati jadwal, pembagian tugas dan teknis pelaksanaan 
Survei Swadaya. 

(3) Rencana teknis dan jadwal tersebut diinformasikan terlebih dulu ke masyarakat minimal 3 
hari sebelum pelaksanaan Survei Swadaya. 

Pelaksanaan Survei Swadaya

Pemetaan batas dan status tanah, pemetaan prasarana dan sarana lingkungan, pendataan 
keluarga calon penerima hibah dan tingkat kerusakan rumah dapat dilakukan secara 
berbarengan (paralel) oleh masing-masing pokja sesuai dengan tugasnya. 

Langkah 3a: Pemetaan Batas Tapak/Persil dan Status Tanah 

(1) Pokja Pemetaan Batas dan Status Tanah melakukan koordinasi dengan Tim Ajudikasi 
BPN/Proyek RALAS untuk konsultasi dan mendapat bimbingan tata cara identifikasi batas-
batas tanah.  

(2) Apabila PSS/Pokja Pemetaan Batas dan Status Tanah telah paham maka mereka bersama 
masyarakat dapat mulai melakukan identifikasi batas dan status tanah di wilayah yang 
bersangkutan. 

(3) Identifikasi tanah/pendataan batas dan status penguasaan tanah dilakukan dengan mengisi 
Formulir yang sesuai dengan model yang dibuat Ralas. Proses pengisian formulir tersebut 
dilakukan oleh keluarga yang mengaku/dianggap memiliki tanah di wilayah tersebut 
disaksikan secara langsung oleh anggota Pokja Pemetaan Batas dan Status Tanah. 

(4) Formulir persil tanah warga yang sudah diisi selanjutnya diperiksa keabsahannya dengan 
cara menanyakan kebenarannya kepada pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung 
(batas kiri, kanan, belakang dan depan) dengan keluarga tersebut dan bila setuju langsung 
menandatangani ditempat yang sudah disediakan. Langkah ini tidak perlu dilakukan juga 
apabila keluarga yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti otentik berupa dokumen 
kepemilikan tanah (sertifikat/akta kepemilikan tanah) yang telah disahkan oleh negara karena 
batas-batas tanah sudah tidak ada lagi. 

(5) Apabila semua keluarga pemilik tanah di wilayah tersebut sudah mengisi secara lengkap 
Formulir persil tanah, PSS/Pokja Pemetaan Batas dan Status Tanah kemudian 
mengkonsolidasikan, merapihkan dan merekap data dan peta status tanah  tersebut menjadi 
satu dokumen lengkap tentang data dan peta status tanah di kelurahan/desa bersangkutan. 
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Langkah 3b: Pemetaan Prasarana dan Sarana Lingkungan 

(1) Pokja Pemetaan Prasarana dan Sarana Lingkungan bersama-sama dengan Fasrum 
menetapkan terlebih dahulu aspek-aspek prasarana dan sarana yang akan dipetakan dalam 
Survei Swadaya. 

Yang termasuk ke dalam prasarana lingkungan adalah: 
- Jalan (termasuk jalan setapak) 
- Sistem drainase (saluran pembuangan air) 
- Sistem air bersih 
- Sistem persampahan  
- Pelayanan sosial ekonomi (meunasah, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka, perbelanjaan, dll) 

(2) Pokja Pemetaan Prasarana dan Sarana Lingkungan melakukan transek untuk memetakan 
aspek-aspek prasarana dasar tersebut dan menuangkannya dalam Format Peta Prasarana 
lingkungan. 

(3) Selain itu, Pokja juga mencatat kondisi prasarana dan sarana lingkungan (baik yang masih 
baik atau sudah rusak) tersebut ke dalam Format Profil Prasarana dan Sarana Lingkungan. 

(4) Pokja Pemetaan Prasarana dan Sarana Lingkungan juga mencatatkan daftar persoalan dan 
potensi permukiman dengan mengisi Format Masalah dan Potensi Masyarakat. Potensi 
permukiman mencakup data jumlah dan profil tenaga kerja bangunan, bahan bangunan, air 
untuk membangun, lokasi/arah pembuangan limbah cair, dll. 

(5) Apabila semua aspek prasarana dan sarana lingkungan sudah dipetakan dengan lengkap 
dan kondisi prasarana dan sarana tersebut juga sudah dicatat, maka Pokja Pemetaan 
Prasarana dan Sarana Lingkungan merapihkan dan merekap hasil pemetaan tersebut 
menjadi satu dokumen lengkap profil dan peta prasarana dan sarana lingkungan. 

Langkah 3c: Pendataan Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan 

Kegiatan pendataan calon penerima hibah dilakukan dengan cara menilai kelayakan keluarga 
korban untuk mendapat hibah (eligibility criteria) dan tingkat kerusakan rumah. Secara rinci 
langkah-langkah penilaian ini dapat dilihat dalam Tata Cara Penetapan Penerima Hibah dan Tata 
Cara Penetapan Tingkat Kerusakan Rumah di dalam Bab I ini juga. Pada dasarnya untuk 
pendataan calon penerima hibah dan tingkat kerusakan rumah masing-masing akan dilakukan 
oleh satu pokja yang sama yaitu “Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah dan Tingkat 
Kerusakan Rumah” sedangkan untuk menetapkan penerima hibah dan besaran nilai BDR yang 
akan diperoleh (untuk rehab atau rekon) akan dilakukan oleh Panitia Penetapan Penerima Hibah. 

(1) Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan Rumah memulai 
dengan identifikasi rumah-rumah yang rusak atau malah sudah tenggelam/hilang dan 
mencatat identitas rumah-rumah tersebut dengan mengisi Format Penilaian Tingkat 
Kerusakan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penilaian kerusakan rumah mengikuti 
tata cara yang ditetapkan dalam pedoman ini.  

(2) Bila penilaian kondisi kerusakan rumah telah dilakukan maka Pokja yang sama dapat 
melakukan pemeriksaan lanjutan apakah keluarga yang bersangkutan memenuhi criteria 
sebagai calon penerima bantuan dengan melakukan daftar periksa terhadap hal-hal berikut 
ini setelah terlebih dahulu dicatat identitas keluarga tersebut mencakup nomor kode, nama, 
jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, umur, jumlah keluarga yang masih hidup, nama anggota 
keluarga yang masih hidup dan jumlah anggota keluarga sebelum terjadinya bencana 
dengan mengisi Format Penilaian Calon Penerima Hibah. 

(3) Berdasarkan hasil pendataan tentang profil keluarga calon penerima hibah dan tingkat 
kerusakan rumah yang dialami maka Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah dan 
Tingkat Kerusakan Rumah melakukan rekap per keluarga calon penerima hibah dan rekap 
tingkat kerusakan masing-masing rumah.  
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(4) Berdasarkan hasil ke dua rekap tersebut, Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah 
dan Tingkat Kerusakan Rumah mempersiapkan draft Daftar Calon Penerima Hibah yang 
besarnya ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami (rehab atau 
rekon) untuk diserahkan ke Panitia Penetapan Penerima Hibah. 

(5) Panitia Penetapan Penerima Hibah melakukan verifikasi atas daftar yang diterima melakukan 
uji lapangan dan bila sepakat bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria calon penerima 
bantuan maka dilakukan musyawarah warga antara Panitia Penetapan Penerima Hibah 
dengan keluarga calon penerima hibah yang masing-masing menunjuk 2 orang saksi. Hasil 
musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Calon Penerima 
BDR dan Penilaian Kerusakan Rumah. 

Pasca Survei Swadaya

Langkah 4: Uji Publik Draft hasil Survei Swadaya 

Berikan kesempatan koreksi oleh masyarakat luas (publik) terhadap draft hasil Survei Swadaya 
(termasuk daftar nama calon penerima hibah) tersebut selama 10 hari kalender dengan cara : 
 Umumkan draft hasil Survei Swadaya (termasuk daftar nama calon penerima hibah) secara 

terbuka baik di kelompok pengajian, meunasah, mesjid, radio daerah, televisi daerah, dll. 
 Disamping pengumuman tersebut tempelkanlah draft hasil Survei Swadaya (termasuk daftar 

nama calon penerima hibah) rumah di minimum 5 lokasi yang menjadi fokus perhatian 
masyarakat termasuk di barak-barak penampungan. 

Bila ternyata dalam 10 hari kalender tersebut ada sanggahan dan ternyata data penyanggah 
memang dapat dipertanggungjawabkan maka, adakan musyawarah dengan menghadirkan calon 
yang namanya disanggah dengan kedua saksi yang ikut tanda tangan dan yang menyanggah. 
Bila ternyata yang menyanggah dapat memberikan bukti-bukti bahwa calon tidak berhak maka 
nama calon harus segera dihapus dari daftar, tetapi bila ternyata yang menyanggah tidak dapat 
membuktikan sanggahannya maka nama calon tetap.  

Bila setelah berakhirnya masa sanggah 10 hari dan tidak ada sanggahan dan atau sanggahan 
dapat diselesaikan maka draft hasil Survei Swadaya (termasuk daftar nama calon penerima 
hibah) tersebut di sahkan oleh TPK/Kerap melalui suatu rembug warga  di tingkat 
kelurahan/desa. Khusus untuk panerima hibah setelah tidak ada sanggahan tetap diberi 
kesempatan diumumkan di media massa sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pedoman 
ini.

Catatan -- Proses Pendampingan Pelaksanaan Survei Swadaya 

a. Prinsip-Prinsip Survei Swadaya 

Survei Swadaya atau CSS dalam konteks rehabilitasi-rekonstruksi permukiman tidak hanya sekedar 
“metoda survai atau metoda penelitian oleh masyarakat”, atau sebagai alat kajian atau penggalian 
informasi saja. Namun, penerapan metoda ini mengandung upaya penyadaran dan peningkatan 
pemampuan masyarakat. Oleh karena itu, survei swadaya pada dasarnya dilaksanakan untuk 
kepentingan masyarakat setempat, bukan kepentingan pihak luar.  
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b. Teknik-Teknik Survei Swadaya dan Jenis Informasi yang Dihasilkan 

Survei Swadaya dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti: PRA (Participatory Rural Appraisal),
RRA (Rapid Rural Appraisal), Fishbone, SWOT dll.
Persoalannya bukan pada pendekatan atau metoda yang dipakai, namun lebih pada ketepatan 
antara pemilihan metoda dan jenis informasi yang dibutuhkan serta bagaimana masyarakat menggali 
informasi-informasi tersebut (atau teknik mengajak masyarakat menggali persoalan mereka sendiri). 
Berikut di bawah ini “beberapa contoh teknik” penggalian yang bisa dilakukan masyarakat dalam 
melakukan survei swadaya. 

1) Pembuatan Peta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman secara Partisipatif 

Jenis Informasi: Secara umum peta rehabiltasi dan rekonstruksi permukiman dapat 
memperlihatkan kondisi fisik wilayah, keadaan masyarakat secara lebih rinci dari segi sosial, 
kultural, ekonomi dan sebagainya. Selain itu, survei juga dapat memberikan gambaran mengenai 
masalah-masalah dan harapan-harapan masyarakat, yang berkaitan dengan rehabilitasi dan 
rekonstruksi permukiman. Melalui Survei Partisipatif, masyarakat dapat merumuskan sendiri: 
Peta keluarga korban bencana, peta profil dampak bencana, peta perumahan dan permukiman 
(sebelum bencana, saat ini dan harapan mendatang), serta peta kebutuhan masyarakat untuk 
rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman.

Pemetaan di atas Tanah    Pemetaan di atas karton/kertas 

Apapun jenis peta rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman yang disusun masyarakat, 
prinsip terpenting adalah pelibatan aktif masyarakat untuk menyusun sendiri peta rehabilitasi-
rekonstruksi permukiman di wilayahnya berdasarkan persepsi, pengetahuan dan 
pengalamannya. Fasilitator hanya berperan memfasilitasi proses refleksi, sehingga menjamin 
bahwa semua peserta dapat terlibat aktif dan memahami maksud, tujuan serta cara 
penyusunan peta rehabilitasi-rekonstruksi permukiman tersebut.

2) Teknik Transek (Transect)

Jenis Informasi: Transek adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan sambil berjalan 
menelusuri sebuah wilayah di kelurahan/desa, di sekitar kantung-kantung kerusakan rumah dan 
permukiman, jalan-jalan desa/kelurahan, dan wilayah lainnya yang dianggap cukup memiliki 
informasi yang dibutuhkan. Secara khusus, manfaat transek adalah membantu tim survei 
swadaya dan masyarakat mengamati langsung keadaan lapangan, serta melengkapi informasi 
yang sudah didapatkan melalui survei, dengan menunjukkan hubungan antara kondisi lapangan 
dengan kondisi serta kegiatan masyarakat.  
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Prinsip terpenting teknik Transek adalah dialog intensif serta diskusi bersama peserta 
transek maupun masyarakat yang dijumpai di perjalanan, yang dianggap memiliki informasi 
atau pengaruh. Dengan demikian, selain dapat diperoleh kedalaman dan keakuratan 
informasi, juga dapat dibangun suasana kebersamaan dan kekeluargaan  antara 
Fasilitator, kader komunitas, Tim Survei Swadaya, perangkat kelurahan/desa dan 
masyarakat setempat. 

3)  Teknik Wawancara Rumah Tangga Korban Bencana 

Jenis Informasi: Wawancara rumah tangga Korban Bencana adalah suatu kegiatan untuk 
menggali informasi dari pihak pertama yang menjadi korban bencana tsunami. Selain itu juga 
kesempatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat korban bencana, yang kurang aktif 
berbicara atau jarang mengikuti pertemuan-pertemuan warga atau belum pernah hadir pada 
pertemuan survei swadaya. Secara khusus, manfaat wawancara adalah membantu Fasilitator 
dan Tim Survei Swadaya serta masyarakat untuk memperoleh informasi dan masukan dari 
sumber pertama, khususnya mengenai informasi: persepsi korban bencana terhadap rehabilitasi 
dan rekonstruksi perumahan dan permukiman yang perlu dilakukan; potret atau profil utuh 
keluarga korban bencana; dan kedalaman informasi masalah dan harapan masyarakat korban 
bencana 

1.3. Tata Cara Penetapan Tingkat Kerusakan 

A. Ketentuan Umum 

 Dalam Proyek Re-Kompak yang diselenggarakan oleh DPU maka jumlah dana bantuan yang 
akan diperoleh tiap keluarga ditentukan oleh tingkat kerusakan rumah mereka. 

 Kerusakan rumah di bagi menjadi 2 kategori :  
- Rusak Ringan; akan mendapat bantuan dana untuk rehabilitasi 
- Rusak Berat; akan mendapat bantuan dana untuk rekonstruksi 

 Penetapan tingkat kerusakan rumah harus dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh 
sekurang-kurangnya 80% dari Panitia Penetapan Penerima Hibah, yang terdiri dari 3 
anggota Panitia Survai Swadaya, 3 anggota Kerap dan 3 tokoh masyarakat,  calon penerima 
manfaat dan 2 orang saksi, dengan menggunakan aturan sebagaimana tersebut di bawah 
ini.

Catatan : Panitia Penetapan Penerima Hibah adalah juga panitia yang harus menetapkan ntingkat 
kerusakan sedangkan pokja untuk pendataan adalah sama baik untuk menilai tingkat kerusakan maupun 
kelayakan suatu keluarga sebagai penerima hibah BDR 

B. Langkah-langkah Penilaian Tingkat Kerusakan 

Langkah 1: Bentuk Panitia Penetapan Tingkat Kerusakan 

Untuk pendataan dan penilaian tingkat kerusakan sudah dibentuk Pokja Pendataan Keluarga 
Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan Rumah tetapi untuk menetapkan tingkat 
kerusakan Kerap atau TPK membentuk Panitia Penetapan Penerima Hibah yang juga berfungsi 
sebagai panitia penetapan tingkat kerusakan rumah dalam suatu rembuk kelurahan/desa yang 
terdiri dari 3 anggota dari Panitia Survei Swadaya (Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima 
Hibah dan Tingkat Kerusakan Rumah), 3 anggota dari TPK/Kerap dan 3 tokoh masyarakat dan 
kemudian dikonsultasikan ke sidang dan bila tidak ada sanggahan langsung disahkan. Tugas 
Panitia Penetapan Penerima Hibah adalah verifikasi hasil kerja Pokja dan mengadakan rembug 
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warga untuk menetapkan tingkat kerusakan yang akan digunakan dalam menetapkan nilai rupiah 
dari para penerima hibah yang definitif. 

Langkah 2 s/d 4 dilakukan oleh Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan 
Rumah 

Langkah 2: Catat identitas rumah  

 Nomor kode : 
 Alamat : 
 Tipe rumah : tunggal, koppel, deret, bertingkat 1, 2, 3, dst 
 Status : milik, sewa, kontrak 
 Nama pemilik : 
 Nama pemakai : 

Langkah 3: Periksa kondisi fisik rumah 

Periksa apakah rumah masih ada atau sudah hancur total/hilang; 
(1) Bila rumah hancur total/hilang maka langsung masuk kategori “rusak berat” 
(2) Bila rumah masih ada Periksa apakah ditemukan ruang-ruang yang jumlah luasnya minimum 

36 m2 yang masih layak dihuni 
(3) Bila tidak ditemukan minimum 36 m2 yang masih layak dihuni periksa tingkat kerusakan 

untuk menentukan perlu perbaikan atau harus pembangunan baru 

Periksa unsur kosmetik
Unsur kosmetik adalah semua ornament (hiasan), plester, pelapis dinding, pelapis plafond, lantai, 
genteng, kosen, pintu dan jendela. 
Rusak ringan s/d berat pada unsur ini secara keseluruhan masuk kategori “rusak ringan” 

Periksa unsur utilitas
Unsur utilitas adalah semua jaringan listrik, pipa air minum, telepon, bak penampungan air, tanki 
septic dan sejenisnya. 
Rusak ringan s/d berat pada unsur ini secara keseluruhan masuk kategori “rusak ringan” 

Periksa unsur pengisi
Unsur pengisi adalah semua dinding pengisi (bukan penyangga), rangka plafond, rangka atap 
(kaso dan reng) 
 Rusak ringan bila dapat dilakukan perbaikan cukup terhadap komponen yang rusak dan 

setelah diperbaiki tidak membahayakan untuk dihuni 
 Rusak berat bila perbaikan hanya dapat dilakukan secara menyeluruh oleh sebab perbaikan 

sepotong-sepotong menjadi tidak efisien. 

Periksa unsur struktur
Unsur struktur adalah semua fondasi, kolom penyangga, balok pengikat (ring balok) dan kuda-
kuda. 
 Rusak ringan bila dapat dengan mudah struktur yang rusak tersebut diperbaiki dan setelah 

diperbaiki tidak membahayakan untuk dihuni 
 Rusak berat bila tidak dapat diperbaiki dan harus dilakukan pembongkaran menyeluruh 

Langkah 4: Tentukan tingkat kerusakan secara keseluruhan 

Untuk menentukan tingkat kerusakan ini dapat dilakukan sebagai berikut: 

 Berdasarkan hasil periksa kondisi fisik rumah tersebut maka rumah yang mana masuk 
kategori apa dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Kategori Tingkat Kerusakan Secara Keseluruhan 
Unsur Bangunan Rusak Ringan Rusak Berat 
Unsur Kosmetik (UK) Rusak ringan s/d berat 
Unsur Utilitas (UU) Rusak ringan s/d berat 
Unsur Pengisi (UP) Rusak ringan Rusak berat 
Unsur Struktur (US) Rusak ringan Rusak berat 

 Setelah Pokja sepakat bahwa rumah yang bersangkutan termasuk kategori rusak ringan atau 
berat maka dibuat rekap dari kondisi rumah-rumah yang dinilai dan disusun menjadi “Daftar 
Kondisi Rumah” untuk diserahkan ke Panitia Penetapan Penerima Hibah untuk diproses 
lebih lanjut dan ditetapkan melalui musyawarah dan dicatat dalam suatu berita acara. 

Mulai Langkah 5 ini dilakukan oleh Panitia Penetapan Penerima Hibah bekerjasama dengan pihak-pihak 
terkait

Langkah 5: Penetapan tingkat kerusakan oleh Panitia Penetapan Penerima Hibah

 Panitia Penetapan Penerima Hibah yang juga berfungsi sebagai panitia untuk menetapkan 
tingkat kerusakan kemudian melakukan verifikasi dan telaah lapangan terhadap khasil kerja 
Pokja sebagai persiapan untuk musyawarah warga. (Catatan musyawarah warga dilakukan 
sekaligus untuk menetapkan penerima hibah dimana besaran nilai BDR-nya juga sekaligus 
ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah masing-masing). Dalam musyawarah 
warga tersebut dibuat dua berita acara sebagai berikut: 

Berita Acara Penetapan Tingkat Kerusakan Rumah, yang ditanda tangani oleh Panitia 
Penetapan Penerima Hibah, disetujui oleh Calon Penerima Hibah dan diketahui oleh 
Fasilitator Perumahan, FD/Faskel dan 2 orang saksi. 

Berita Acara Penetapan Penerima Hibah, yang ditanda tangani oleh Panitia Penetapan 
Penerima Hibah, disetujui oleh Calon Penerima Hibah dan diketahui oleh Fasilitator 
Perumahan, FD/Faskel dan 2 orang saksi. 

 1.4. Tata Cara Penetapan Penerima Hibah 

A. Ketentuan Umum 

 Dalam Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman yang diselenggarakan oleh 
Departemen PU maka penerima bantuan dana rumah harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut ini : 
- Satuan unitnya adalah keluarga 
- Sebelum peristiwa tsunami tanggal 26 Desember 2004, tinggal menetap di wilayah 

bencana gempa dan atau tsunami di propinsi NAD dan Nias 
- Pemilik rumah atau penyewa 
- Rumah mereka menjadi korban gempa dan atau tsunami baik sebagian maupun hancur 

seluruhnya, sudah diperbaiki atau dibangun kembali atau belum. 
- Berniat kembali menetap dilokasi bencana di wilayah NAD atau Nias 
- Berniat memperbaiki atau membangun kembali atau malah sudah memperbaiki atau 

membangun kembali 
- Berniat tinggal menetap di lokasi sasaran bantuan 
- Sampai dengan akhir Desember 2005 sudah kembali ke lokasi asal 
- Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh yang berwajib 
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 Unit satuan peneriman bantuan dana rumah adalah keluarga. Artinya meskipun ada 
beberapa orang tetapi selama mereka masih dalam satu keluarga hanya mendapat satu 
bantuan dana, sebaliknya meskipun hanya tinggal satu orang dan tidak ada anggota 
keluarga lain yang hidup dan sudah akil balik tetap mendapat satu bantuan dana 

 Penetapan penerima bantuan dana rumah harus dilakukan secara musyawarah yang dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya Panitia Survei Swadaya, Kerap/TPK, tokoh masyarakat dan calon 
penerima bantuan, dengan menggunakan aturan sebagaimana tersebut di bawah ini 

B. Langkah-langkah Penentuan Calon Penerima Bantuan Dana Rumah 

Langkah 1: Bentuk Panitia Penetapan Penerima Hibah 

Untuk pendataan keluarga calon penerima hibah sudah dibentuk Pokja Pendataan Keluarga 
Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan Rumah tetapi untuk menetapkan calon tersebut 
Kerap atau TPK membentuk Panitia Penetapan Penerima Hibah dalam suatu rembuk 
kelurahan/desa yang terdiri dari 3 orang anggota dari Panitia Survei Swadaya (Pokja Pendataan 
Keluarga Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan Rumah), 3 orang anggota dari 
Kerap/TPK dan 3 orang tokoh masyarakat dan kemudian dikonsultasikan ke sidang dan bila tidak 
ada sanggahan langsung disahkan. Tugas Panitia Penetapan Penerima Hibah adalah verifikasi 
hasil kerja Pokja dan mengadakan rembug warga untuk menetapkan penerima hibah yang 
definitif.

Langkah 2 s/d 4 dilakukan oleh Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah dan Tingkat Kerusakan 
Rumah 

Langkah 2: Catat identitas keluarga calon penerima bantuan 

 Nomor kode :  
 Nama :       Alias : 
 Nama ibu kandung : 
 Jenis kelamin : 
 Tempat dan tgl lahir :      Umur : 
 Alamat pada waktu tsunami: 
 Jumlah anggota keluarga yg masih hidup: 
 Nama masing-masing anggota yang masih hidup 
 Jumlah anggota keluarga sebelum tsunami 

Langkah 3: Periksa kondisi fisik rumah 

Periksa apakah rumah yg didiami sebelum gempa dan atau tsunami: 
 hancur total/hilang 
 masih ada tetapi rusak 

(catatan gunakan hasil penilaian tingkat kerusakan rumah yang dilakukan oleh pokja yang sama) 

Langkah 4: Tentukan apakah dia memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan dana 
rumah

 Bila kondisi rumahnya benar-benar terkena dampak gempa/tsunami baik hancur total, hilang 
atau rusak maka kemudian lakukan pemeriksaan lanjutan apakah yang bersangkutan 
memenuhi criteria sebagai calon penerima bantuan dengan memperhatikan hal-hal tersebut 
di bawah ini:
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Kriteria Ya Tidak
Satu unit keluarga 
Kepala keluarga sudah akil balik 
Sebelum gempa dan tsunami tinggal di lokasi 
bencana di wilayah NAD atau Nias 
Berniat kembali tinggal di lokasi bencana di 
wilayah NAD atau Nias 
Rumah mereka menjadi korban bencana dan 
mengalami rusak ringan maupun keseluruhan 
Berniat memperbaiki atau membangun kembali 
atau malah sudah memperbaiki atau 
membangun kembali 
Berniat tinggal menetap di lokasi sasaran 
bantuan 
Sampai dengan akhir Desember 2005 sudah 
kembali ke lokasi asal 
Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh 
yang berwajib 

Bila semua dijawab ya maka dia/mereka masuk kategori calon penerima bantuan dana rumah yang 
besarnya ditentukan sesuai dengan tingkat kerusakan rumah yang dialami 

 Setelah Pokja sepakat bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria calon penerima hibah 
maka dibuat rekap dari para calon tersebut kemudian disusun menjadi Daftar Calon 
Penerima Hibah dan diserahkan ke Panitia Penetapan Penerima Hibah untuk diproses lebih 
lanjut.

Mulai Langkah 5 ini dilakukan oleh Panitia Penetapan Penerima Hibah bekerjasama dengan pihak-pihak 
terkait

Langkah 5: Penetapan Penerima Hibah 

 Panitia Penetapan Penerima Hibah yang juga berfungsi sebagai panitia untuk menetapkan 
tingkat kerusakan kemudian melakukan verifikasi dan telaah lapangan terhadap hasil kerja 
Pokja sebagai persiapan untuk kemudian mengundang musyawarah warga. (Catatan 
musyawarah warga dilakukan sekaligus untuk menetapkan penerima hibah dimana besaran 
nilai BDR-nya juga sekaligus ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan rumah masing-
masing). Dalam musyawarah warga tersebut dibuat dua berita acara sebagai berikut: 
- Berita Acara Penetapan Tingkat Kerusakan Rumah, yang ditanda tangani oleh Panitia 

Penetapan Penerima Hibah, disetujui oleh Calon Penerima Hibah dan diketahui oleh 
Fasilitator Perumahan, FD/Faskel dan 2 orang saksi. 

- Berita Acara Penetapan Penerima Hibah, yang ditanda tangani oleh Panitia Penetapan 
Penerima Hibah, disetujui oleh Calon Penerima Hibah dan diketahui oleh Fasilitator 
Perumahan, FD/Faskel dan 2 orang saksi. 

Langkah 6: Uji publik 

Berikan kesempatan koreksi oleh masyarakat luas (publik) terhadap daftar nama calon tersebut 
selama 10 hari kalender dengan cara : 
 Umumkan daftar nama calon penerima hibah secara terbuka baik di kelompok pengajian, 

meunasah, mesjid, radio daerah, televisi daerah, dsb. 
 Disamping pengumuman tsb tempelkanlah daftar nama calon penerima hibah di minimum 5 

lokasi yang menjadi focus perhatian masyarakat termasuk di barak-barak penampungan 
Bila ternyata dalam 10 hari kalender tersebut ada sanggahan dan ternyata data penyanggah 
memang dapat dipertanggung jawabkan maka adakan musyawarah dengan menghadirkan calon 
yang namanya disanggah dengan kedua saksi yang ikut tanda tangan dan yang menyanggah. 
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Bila ternyata yang menyanggah dapat memberikan bukti-bukti bahwa calon tidak berhak maka 
nama calon harus segera dihapus dari daftar, tetapi bila ternyata yang menyanggah tidak dapat 
membuktikan sanggahannya maka nama calon tetap.  
Bila setelah berakhirnya masa sanggah 10 hari dan tidak ada sanggahan dan atau sanggahan 
dapat diselesaikan maka daftar nama tersebut di sahkan oleh Panitia Rebah-Rekon Permukiman 
(Kerap/TPK) melalui suatu rembug warga (kelurahan/desa). 

Langkah 7: Penyebarluasan Informasi 

Mengingat masih banyak anggota masyarakat korban gempa dan atau tsunami yang saat ini 
berada di luar Aceh dan batas waktu untuk penetapan calon penerima manfaat dengan dihadiri 
langsung oleh yang berkepentingan adalah akhir Maret 2006 maka agar semua pihak yang 
berkepentingan mengetahui Tata Cara Menentukan Penerima Bantuan dengan segala 
persyaratannya dan daftar penerima bantuan maka informasi ini harus disebarluaskan oleh 
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias ke semua radio dan saluran televisi nasional. 

Catatan :  Bagaimana untuk penyewa ? 

Untuk penyewa ini akan diatur secara khusus dan harus mendapat kesepakatan dari DMC atas nama 
PIU. Pada saat ini secara umum hanya ada satu pilihan bantuan untuk penyewa yang rumahnya 
yang disewa hancur total sehingga dia kehilangan tempat tinggalnya dgn rambu-rambu yang harus 
diikuti sebagai berikut : 
 Sebelum seorang penyewa mendapatkan haknya dia harus dapat membuktikan dirinya sebagai 

penyewa di lokasi bencana dan masuk dalam daftar keluarga calon penerima hibah yang 
diidentifikasi dan disusun oleh Pokja Pendataan Keluarga Calon Penerima Hibah dan Tingkat 
Kerusakan Rumah dan disepakati oleh Panitia Penetapan Penerima Hibah serta disahkan dalam 
musyawarah warga dan dikukuhkan oleh DMC 

 Berhak mendapat BDR sebesar maksimum Rp 42 juta bila; berniat tetap tinggal di lokasi awal 
dan mampu menyediakan tanah secara swadaya baik dengan membeli dari tetangga atau 
mendapat sumbangan tanah dari kerabat. Yang penting tanah tersebut harus milik sendiri yang 
dapat dibuktikan secara tertulis.
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Format BAP - TK 

BERITA ACARA PENETAPAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH 

Pada hari ini …………………………tanggal …………, bulan………….., tahun ……………….. 
kami yang bertanda tangan di bawah ini setelah melakukan verifikasi dan penilaian tingkat 
kerusakan rumah dan melalui musyawarah sesuai ketentuan, sepakat menetapkan bahwa 
rumah dengan data-data tersebut di bawah ini :  

Nomor Kode  : ……………………………….. 
Alamat rumah  : ……………………………….. 
Tipe rumah  : tunggal [  ], gandeng dua [  ], deret [  ] 

        bertingkat 1 [  ], bertingkat 2 [  ], bertingkat 3 [  ] 
        lainnya ……………………………………………….… (uraikan) 

Status rumah  : milik [  ],  sewa [  ], kontrak [  ] 
Nama Pemilik  : ……………………………………………………….…………… 
Nama Pemakai  : ……………………………………………………………………. 

Dalam kondisi fisik : 
Rusak Berat [    ] [tertulis…………………………………………………………..] 
Rusak Ringan [    ] [tertulis…………………………………………………………..] 

dan memerlukan  
Rehabilitasi [    ] [tertulis…………………………………………………………..] 
Rekonstruksi [    ] [tertulis ………………………………………………………….] 

…………………………………………. 2005 

       Panitia Penetapan Penerima Hibah 

Menyetujui Calon Penerima Hibah   Anggota TPK/Kerap :  
Nama……………………..(tanda tangan          ) 

       ..…………………………(                         ) 
     (   )    …………………………..(                         ) 

Mengetahui      Panitia Survei Swadaya 
       …………………………..(                         ) 
FD/Faskel      …………………………..(                         ) 
………………………… (                        )  …………………………..(                         ) 

Fasilitator Perumahan     Tokoh Masyarakat 
………………………… (                        )  …………………………..(                         ) 
       …………………………..(                         ) 
Saksi`       …………………………..(                         ) 
1 ………………………. (                         ) 
2. ……………………… (                         ) 

Lampiran: Formulir Penilaian Tingkat Kerusakan yang telah diisi 
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Format BAP - PH 

BERITA ACARA PENETAPAN PENERIMA HIBAH BDR 

Pada hari ini …………………………tanggal …………, bulan………….., tahun ……………….. 
kami yang bertanda tangan di bawah ini setelah melakukan penilaian terhadap data-data bakal 
calon penerima hibah bantuan dana rumah dan melalui musyawarah sesuai ketentuan, sepakat 
menetapkan bahwa nama tersebut di bawah ini :  

Nomor kode    : …………………………………………………… 
Nama     : ………………………………………………….... 
Alias     : …………………………………………………… 
Jenis kelamin    : …………………………………………………… 
Tempat dan tgl lahir   : …………………………………..Umur : ………. 
Alamat pada waktu tsunami : …………………………………………………… 
Jumlah anggota keluarga yg masih hidup : ………………………………….. 
Jumlah anggota keluarga sebelum tsunami : ………………………………….. 
Status penguasaan rumah : milik [   ],  sewa [   ], kontrak [   ] 

Dengan kondisi fisik rumah : 
Rusak ringan    [    ] 
Hancur total/Hilang/rusak berat [    ] 

Benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima hibah bantuan dana rumah : ………………… 
……………………………….. (rehabilitasi/rekonstruksi)

…………………………………………. 2005 

Panitia Penetapan Penerima Hibah 

Menyetujui Calon Penerima Hibah   Anggota Kerap :  
Nama……………………..(tanda tangan          ) 

       ..…………………………(                         ) 
      (   )   …………………………..(                         ) 

Mengetahui      Panitia Survai Swadaya 
       …………………………..(                         ) 
FD/Faskel      …………………………..(                         ) 
………………………… (                        )  …………………………..(                         ) 

Fasilitator Perumahan     Tokoh Masyarakat 
………………………… (                        )  …………………………..(                         ) 
       …………………………..(                         ) 
Saksi`       …………………………..(                         ) 
1 …………………………. (                         ) 
2. ………………………… (                         ) 
(upayakan 1 saksi adalah perempuan) 

Lampiran : Formulir Penilaian Calon Penerima Hibah yang telah diisi 
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FFOORRMMAATT SSSS--11::  PETA SITUASI PERSIL TANAH WARGA 
((SSeejjaauuhh mmeemmuunnggkkiinnkkaann gguunnaakkaann ffoorrmmaatt ddaarrii BBPPNN//RRaallaass))

Nama Pemilik  : ................................................................................................ 
Nama Pemakai : ................................................................................................ 
Alamat   : ................................................................................................ 
Desa/Kelurahan : ................................................................................................. 
Kecamatan  : ................................................................................................. 
Kota/Kabupaten : ................................................................................................. 

Peta situasi persil tanah warga sekurang-kurangnya menunjukkan batas tanah kiri-kanan-belakang-muka 
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FORMAT SS-2:  REKAPITULASI PROFIL TANAH WARGA  

Desa/Kelurahan  : _______________________ 
Kecamatan  : _______________________ 
Kota/Kabupaten  : _______________________ 

Berikut ini adalah Rekapitulasi Profil Tanah Warga berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat 
serta perangkat kelurahan/desa pada hari_________ tanggal _________________ jam____s/d___ bertempat di______________ yang dihadiri
oleh _____ peserta (terlampir). 

Data Tanah  
No Nama Kepala 

Keluarga Alamat Luas Lahan Batas-Batas (kiri, kanan, 
depan, samping, dll) Status Tanah Status dan Bukti 

Penguasaan 
Kode Pencatatan 

(database) 

Dst

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif  

Selengkapnya data-data ini digambarkan dalam Peta tata letak tapak tanah warga sebagai lampiran dari tabel di atas.
Demikian profil dan peta penguasaan tanah warga ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan rehabilitasi permukiman di 
kelurahan/desa kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana-tindak (Action Plan) maupun dalam proses  pengusulan kegiatan . 

Penitia Survei Swadaya:          Mengetahui: 
1. ……………………….. ( Ketua Pan)        Kepala Lurah/Desa/Keuchik    TPK/Kerap                Faslitator Perumahan 
2  ……………………….. ( Anggota 1) 
3. ……………………….. ( Anggota 2)            ( ………………….)               (.........................)                  (..........................) 

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat serta harus diuraikan secara deskriptip nuansa dan dinamika proses pemetaan swadaya 
serta hasil-hasilnya 



FFOORRMMAATT SSSS--33:: PROFIL PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

Desa/Kelurahan  : _______________________ 
Kecamatan  : _______________________ 
Kota/Kabupaten  : _______________________ 

Berikut ini adalah Profil Prasarana dan Sarana Lingkungan berdasarkan pembahasan hasil Survei 
Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat kelurahan ____________________ pada 
hari_________ tanggal _________________ jam____s/d___ bertempat di______________ yang dihadiri 
oleh _____ peserta (terlampir). 

Sektor Uraian Persoalan Lokasi Catatan
1 Jalan

2 Air Bersih 

3 Drainasi

4 Limbah
manusia

5 Persampahan

6 Sarana sosial 

Sarana Ekonomi 

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif  

Yang Menyatakan: 
Panitia Survei Swadaya       Mengetahui: 
1. ………………………..         Kepala Lurah/Desa/Keuchik 
2. ………………………..  
3  ………………………..  
4. ………………………..            ( ………………….) 
dst              

TPK/Kerap,

              ( ………………….) 

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat serta harus diuraikan secara deskriptip 
nuansa dan dinamika proses pemetaan swadaya serta hasil-hasilnya 
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FFOORRMMAATT SSSS--44:: PPEETTAA TTEEMMAATTIIKK JJAARRIINNGGAANN PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN

Kelurahan/Desa  : _______________________ 
Kecamatan   : _______________________ 
Kota/Kabupaten  : _______________________ 

Peta Jaringan tematik Prasarana dan Sarana Lingkungan sekurang-kurangnya memaparkan sketsa (layout) jaringan prasarana 
atau titik lokasi sarana dan lokasi persoalannya: 

 Jaringan jalan 
 Jaringan air bersih 
 Jaringan drainase 
 Jaringan limbah manusia 
 Jaringan pelayanan sampah 
 Sarana social 
 Sarana ekonomi 
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FFOORRMMAATT SSSS--55:: DDAAFFTTAARR PPOOTTEENNSSII KKEELLUURRAAHHAANN//DDEESSAA

Desa/Kelurahan  : _______________________ 
Kecamatan  : _______________________ 
Kota/Kabupaten  : _______________________ 

Berikut ini adalah Profil Potensi Kelurahan/Desa berdasarkan pembahasan hasil Survei Swadaya yang 
diselenggarakan oleh masyarakat kelurahan ____________________ pada hari_________ tanggal 
_________________ jam____s/d___ bertempat di______________ yang dihadiri oleh _____ peserta 
(terlampir). 

No Potensi Lokasi (alamat/RT/RW/ 
Lorong)

Catatan

 SDM Sipil
Arsitek
Mandor
Tukang batu 
Tukang kayu 
Tukang listrik 
Lainnya ………. 

 SDA Batu kali 
Pasir
Sumber air 
Sungai
TPS
Lainnya………..

 SDE Toko material 
Toko besi 
Pemasok kayu 
Pemasok besi  
Pemasok semen 
Lainnya ………. 

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif  
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Format SS-6: DAFTAR PRIORITAS PERSOALAN DAN POTENSI KELURAHAN/DESA 

Desa/Kelurahan  : _______________________ 
Kecamatan   : _______________________ 
Kota/Kabupaten  : _______________________ 

Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadaya di tingkat kelurahan pada 
hari/tanggal______________ Jam__________, maka bersama ini ditetapkan dan disahkan daftar prioritas persoalan dan potensi 
masyarakat sebagai berikut:

No
Urut Persoalan Lokasi

(Lorong/RT/RW/Dusun) Potensi Lokasi
(Lorong/RT/RW/Dusun) 

dst dst

*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif  

Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana-tindak rehab-rekon permukiman 
(RT-R2P/CSP: Community Settlement Plan). 

Tanggal ___________ 

     Fasilitator Perumahan Panitia Survei Swadaya        TPK/Kerap Lurah/Kades/Geuchik 

(..................)          (.............................)  (..................)          (.........................) 
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat  serta harus diuraikan secara deskriptip nuansa dan dinamika proses pemetaan swadaya 
serta hasil-hasilnya 



Format SS-7: FORMAT PENILAIAN KERUSAKAN RUMAH 

1. Data Dasar 

Nomor Kode  : ……………………………….. 
Alamat rumah  : ……………………………….. 
Tipe rumah  : tunggal [  ], gandeng dua [  ], deret [  ] 

        bertingkat 1 [  ], bertingkat 2 [  ], bertingkat 3 [  ] 
        lainnya ……………………………………………….… (uraikan) 

Status rumah  : milik [  ],  sewa [  ], kontrak [  ] 
Nama Pemilik  : ……………………………………………………….…………… 
Nama Pemakai  : ……………………………………………………………………. 

2. Kondisi Fisik Rumah 

Unsur kosmetik : rusak ringan [  ] rusak berat [  ] 
Unsur utilitas : rusak ringan [  ] rusak berat [  ] 
Unsur pengisi : rusak ringan [  ] rusak berat [  ] 
Unsur struktur : rusak ringan [  ] rusak berat [  ] 
Lainnya  : ……………………………………………………………………(uraikan) 

3. Penilaian Kategori Tingkat Kerusakan menyeluruh dan Kebutuhan Rehabilitasi atau 
Rekonstruksi 

Rusak Ringan  [   ] Rehabilitasi [   ] 

Rusak Berat [   ] Rekonstruksi [   ] 

…………………………………………. 2005 

Mengetahui      Pokja Pendataan Calon Penerima Hibah 
dan Tingkat Kerusakan Rumah 

FD/Faskel      Anggota   
…………………………. (                         )  Nama……………………..(td tangan/cap jempol )
       ..…………………………(                   ) 
Fasilitator Perumahan     …………………………..(                   ) 
…………………………..(                         )  …………………………..(                    ) 
       …………………………..(                   ) 
       …………………………..(                  ) 
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Format SS-8: FORMAT PENILAIAN CALON PENERIMA HIBAH 

1. Data Dasar 
Nomor kode    : …………………………………………………… 
Nama KK    : ……………………Alias : ………………[Lelaki / Wanita] 
Tempat dan tgl lahir   : …………………………………..Umur : ………. 
Alamat pada waktu tsunami : …………………………………………………… 
Jumlah anggota keluarga  : sebelum Tsunami: _______ ;  yg masih hidup: ________ 
Status penguasaan rumah : milik [   ],  sewa [   ], kontrak [   ] 

2. Kondisi Fisik Rumah  :Rusak  [   ] ;  Hancur total/hilang  [   ] 

3. Daftar Anggota Keluarga yang Masih Hidup 
No Nama Umur Hubungan Keluarga Keterangan 

4. Penilaian Calon Penerima Hibah 
Kriteria Ya Tidak

Satu unit keluarga 
Kepala keluarga sudah akil balik 
Sebelum gempa dan tsunami tinggal di lokasi bencana di wilayah 
NAD atau Nias 
Berniat kembali tinggal di lokasi bencana di wilayah NAD atau Nias 
Rumah mereka menjadi korban bencana dan mengalami rusak 
ringan maupun keseluruhan 
Berniat memperbaiki atau membangun kembali atau malah sudah 
memperbaiki atau membangun kembali 
Berniat tinggal menetap di lokasi sasaran bantuan 
Sampai dengan akhir Desember 2005 sudah kembali ke lokasi asal 
Bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan oleh yang berwajib

Catatan : Bila semua dijawab ya maka dia/mereka masuk kategori calon penerima bantuan dana rumah  

4. Kesimpulan 
Calon penerima bantuan [   ] [tertulis…………………………………………………..] 
Bukan penerima bantuan [   ] [tertulis…………………………………………………..] 

…………………………………………. 200__ 
Mengetahui      Pokja Pendataan Calon Penerima Hibah 
FD/Faskel      dan Tingkat Kerusakan Rumah, Anggota:   
…………………………. (                         )  Nama……………………..(td tangan/cap jempol )
       ..…………………………(                  ) 
Fasilitator Perumahan     …………………………..(                  ) 
…………………………..(                         )  …………………………..(                  ) 
       …………………………..(                  ) 
       …………………………..(                  ) 
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FFOORRMMAATT SSSS--99:: RREEKKAAPP PPRROOFFIILL KKEELLUUAARRGGAA KKOORRBBAANN BBEENNCCAANNAA

Desa/Kelurahan  : _______________________ 
Kecamatan  : _______________________ 
Kota/Kabupaten  : _______________________ 

Berikut ini adalah Daftar Calon Keluarga Penerima Hibah berdasarkan pembahasan hasil Survei 
Swadaya yang diselenggarakan oleh Panitia Survei Swadaya, Kelurahan/Desa pada hari_________ 
tanggal _________________ jam____s/d___ bertempat di______________ yang dihadiri oleh _____ 
peserta (terlampir). 

Profil dan Karaketeristik Keluarga Korban 
Bencana 

Kondisi Rumah Tinggal No
Nama Kepala 

Keluarga 
Korban Bencana 

Umur
Alamat 

(Desa/Kelurahan/Kecamatan
/Kota/Kab) 

Jumlah 
tanggung-

an
keluarga

Status 
(Pemilik/
Penyewa) 

Rusak
Berat

Rusak
Ringan 

Dst
*) Bentuk dan Tampilan Tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif  

Tanggal,................................

Panitia Survei Swadaya 

Ketua  : ……………………………………………… (nama, tandatangan) 
Anggota 1 :………………………………………………. 
Anggota 2 : ……………………………………………… 
Anggota 3 : ……………………………………………… 
Dst

*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat  serta harus diuraikan secara deskriptip 
nuansa dan dinamika proses pemetaan swadaya serta hasil-hasilnya 
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FFOORRMMAATT SSSS--1100::  PETA KONDISI KAMPUNG SAAT INI (RONA AWAL)

Desa/Kelurahan  : _______________________ 
Kecamatan   : _______________________ 
Kota/Kabupaten  : _______________________ 

Peta ini merupakan konsolidasi dari peta tematik dan kondisi perpetaan tanah  
a) Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman 

 Jaringan jalan kampung dan jalan penghubung antarhunian  
 Jaringan air bersih 
 Jaringan drainasi 
 Jeringan pembuangan limbah manusia  
 Jaringan pembuangan sampah 
 Sarana social; sekolah, meunasah, pos kesahatan, ruang terbuka, lapangan main, dsb 
 Sarana ekonomi; pertokoan, pasar, dsb 

b) Perumahan  
 Kondisi perumahan  

a. Tata letal persil warga saat ini (existing)
 Nama pemilik 
 Batas-batas tanah 
 Status tanah dan status penguasaan, dll 

I-28



BAB II 
PERENCANAAN UMUM 

2.1. Program Pembangunan Kampung 

Program pembangunan kampung merupakan rencana pembangunan menyeluruh suatu kampung 
(desa/kelurahan) atau juga sering disebut sebagai Community Development Plan (CDP) yang 
dalam proyek P2KP diwujudkan dalam bentuk PJP (Program Jangka Pendek) dan di PPK 
diwujudkan Rencana Pembangunan Desa (RPJMD). Program pembangunan kampung ini 
merupakan program pembangunan terpadu mencakup aspek sosial, ekonomi dan fisik. Dalam 
kaitan dengan Re-Kompak dan PPK/P2KP sudah lebih dulu masuk kesuatu wilayah maka program 
pembangunan fisik ini kemudian di ditinjau ulang dan dielaborasi menjadi Rencana Tindak 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman (RT-R2P) yang juga dikenal sebagai Community 
Settlement Plan (CSP). Dalam hal PPK/P2KP belum masuk maka Re-Kompak akan bersama 
PPK/P2KP merencanakan PJP atau Rencana Pembangunan Desa (RPJMD), dimana tugas Re-
Kompak terfokus pada aspek fisik khusus permukiman (rumah, prasarana dan sarana). Jadi RT-
R2P/CSP adalah merupakan bagian dari PJP atau Rencana Pembangunan Desa. 

2.2. Rencana Tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman 

A.  Ketentuan Umum 

a. Pengertian RT-R2P/CSP 
RT-R2P/CSP adalah dokumen perencanaan umum rehabilitasi dan rekonstruksi 
permukiman desa/kelurahan yang disusun secara bersama-sama oleh masyarakat 
dan difasilitasi oleh Fasilitator Perumahan dan Tenaga Ahli Tata Ruang DMC. 
Dokumen ini disusun berdasarkan kondisi awal (existing) fisik, sosial dan ekonomi 
setempat yang datanya diperoleh melalui survei swadaya PPK/P2KP/Re-
Kompak/bersama-sama antara PPK dan Re-Kompak atau P2KP dan Re-Kompak. 
Pengembangan kondisi awal direncanakan sedemikian rupa sesuai keinginan 
masyarakat secara partisipatif dengan difasilitasi oleh Fasrum dan TA Tata Ruang 
agar menjadi lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman dan mndorong 
kehidupan yang produktif serta menjamin tumbuh dan berkembangnya kapital sosial 
menuju kehidupan moral yang baik. RT-R2P/CSP ini harus menggambarkan kondisi 
permukiman yang ideal di masa depan yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai 
hasil dari kegiatan rehab-rekon permukiman. RT-R2P/CSP ini direncanakan dengan 
perfektif waktu 5 tahun. 

b. Sebelum menyusun RT-R2P harus dilakukan terlebih dahulu : 
 Peninjauan ulang data hasil “Pemetaan Swadaya” yang dilakukan oleh PPK atau 

P2KP dan bila masih kurang memadai maka dilakukan lagi “Survei Swadaya” 
seperti yang telah diuraikan di Bab I 

 Peninjauan ulang program jangka pendek yang dilakukan melalui PPK atau P2KP 
apakah sudah mencakup Rencana Tindak Rehab-Rekon Permukiman (RT-R2P) 
atau Community Settlement Plan (CSP) yang berisi : 
- Data jumlah penduduk desa/kelurahan saat ini dalam jiwa dan keluarga 
- Daftar keluarga calon penerima hibah untuk rehabilitasi atau rekonstruksi 
- Peta persil dan status tanah serta status penguasaan tanah 



- Peta kondisi prasarana dan sarana yang ada (rona awal) 
- Peta rencana jaringan prasarana dan lokasi sarana lingkungan 
- Peta rencana tata guna tanah kawasan desa/kelurahan 
- Rencana pembangunan jaringan prasarana dan sarana lingkungan 
- Rencana jumlah rumah yang akan direhabiltasi 
- Rencana jumlah rumah yang akan direkonstruksi (dibangun kembali) 

 RT-R2P ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur 
masyarakat dan pemerintah 

 RT-R2P ini harus disepakati melalui suatu musyawarah desa/kelurahan dan 
disahkan oleh DMC serta Pemerintah 

B.   Langkah Langkah 

Langkah 1 
Membentuk Tim Inti Perencana 
TPK/Kerap akan membentuk Tim Inti Perencana yang terdiri dari anggota TPK/Kerap, 
Panitia Survei Swadaya dan para relawan masyarakat 

Catatan : Dalam tahap penyusunan rencana sebaiknya tidak dilibatkan unsur pemerintah 
sehingga aspirasi masyarakat dapat tergali secara utuh dan murni tanpa pengaruh elit 
pemerintah. Meskipun demikian hasil perencanaan ini harus dikonsultasikan dengan 
pemerintah 

Komponen Rencana Tindak adalah : 
 Daftar tujuan 

- Tujuan adalah suatu kondisi yang diharapkan akan dicapai dalam satu kurun 
waktu tertentu yang disepakati bersama 

 Daftar halangan 
- Halangan adalah segala sesuatu yang diperkirakan akan menghalangi 

tercapainya tujuan tersebut diatas. Halangan ini terdiri dari dua, yaitu persoalan 
dan hambatan 

 Daftar kegiatan 
- Kegiatan adalah semua kegiatan yang diperlukan untuk menyingkirkan hambatan 

dan menyelesaikan persoalan sehingga tujuan dapat dicapai 
 Daftar penangung jawab kegiatan 

- Penangungjawab kegiatan adalah orang (nama) yang disepakati harus 
bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas. 

 Kerangka waktu 
- Waktu adalah kurun waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu kegiatan, 

kapan mulai dan kapan selesai 

Langkah 2 
Menyusun rencana tindak 
Tim Inti Perencana melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
 Tetapkan tujuan yang ingin dicapai pada akhir proyek ini (perspektif 5 tahun) 
 Tetapkan halangan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan tersebut melalui 

musyawarah/fgd dengan menggali persoalan dan hambatan yang dihadapi 
komunitas dalam mencapai tujuan mereka. Persoalan adalah kondisi actual/saat ini 



dibandingkan kondisi yang dicita-citakan, sedangkan hambatan adalah semua yang 
menghambat pencapaian tujuan atau penyelesaian persoalan tersebut 

 Tetapkan siapa saja penanggungjawab kegiatan yang akan mengelola pelaksanaan 
kegiatan

 Tetapkan kurun waktu/durasi dan saat mulai suatu kegiatan 
Seluruh langkah 2 ini menghasilan draft RT-R2P 

Langkah 3 
Konsultasi publik 
Tim Inti Perencana menyelenggarakan pameran pembangunan sebagai bagian dari 
konsultasi publik. Hasil konsultasi publik ini digunakan untuk menyempurnakan RT-R2P 

Langkah 4 
Konsultasi dengan pemerintah kota/kabupaten 

Tim Inti Perencana menyelenggarakan konsultasi hasil RT-R2P yang telah disempurnakan 

kepada instansi terkait. 

Langkah 5 
Musyawarah warga 
Hasil langkah 4 kemudian dimusyawarahkan dalam suatu musyawarah warga dipimpin 
oleh Lurah/Kades dan hasilnya menjadi RT-R2P final yang dimuat dalam Berita Acara 
Musyawarah RT-R2P. 



BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA TINDAK REHAB-REKON PERMUKIMAN 

Pada hari ini …………………………tanggal …………, bulan………….., tahun ……………….. 
kami yang bertanda tangan di bawah ini menetapkan Format RT1 terlampir sebagai 
Dokumen Rencana Tindak Rehab-Rekon Permukiman di Desa/Kelurahan 
……………………..yang disepakati melalui musyawarah warga yang diselenggarakan pada 
tanggal……bulan……….tahun…………

…………………………………………. 2005 

 Menyetujui, 
Perwakilan Peserta 

Musyawarah Warga: 

Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 

 Anggota TPK/Kerap:

Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Nama……………….(       ttd      ) 
Dst.

Mengetahui,
Fasilitator Kelurahan/ 

Fasilitator Desa, 

(……………………….) 

Lurah/Kepala Desa/Geuchik, 

(…………………………) 

Fasilitator Perumahan, 

(………………………..) 



Format RT1: RENCANA TINDAK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERMUKIMAN 

Desa/kelurahan : ……………………………………………. 
Kecamatan  : ……………………………………………. 

No Tujuan Halangan Kegiatan Penanggungjawab Waktu

……………………………..2006
Disusun oleh Tim Inti Perencana 
Ketua  : ………………………………….. (nama dan tanda tangan)
Anggota 1 : ………………………………….. (nama dan tanda tangan)

Anggota 2 : ………………………………….. (nama dan tanda tangan)

Anggota 3 : ………………………………….. (nama dan tanda tangan)
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BAB III 
PERENCANAAN DETAIL REHAB-REKON PERMUKIMAN 

3.1 TATA CARA PERENCANAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SECARA 
PARTISIPATIF

A. Ketentuan Dasar 

 Perencanaan lingkungan permukiman secara partisipatif adalah proses 
penyusunan rencana rehab-rekon prasarana lingkungan permukiman di tingkat 
kelurahan/desa/geuchik yang akan dibiayai oleh BDL dengan menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku dan penentu kebijakan pembangunan lingkungan 
permukiman mereka. 

 Aspek-aspek perencanaan lingkungan permukiman ditentukan berdasarkan 
kegiatan/proyek prioritas yang sebelumnya telah ditentukan pada saat 
penyusunan Rencana Tindak Rehab-Rekon Permukiman. Jenis prasarana 
lingkungan permukiman yang akan dibangun melalui Re-Kompak dapat berupa: 
- Jaringan jalan 
- Jaringan saluran pembuangan air kotor rumah tangga 
- Jaringan saluran pembuangan limbah industri 
- Sarana air bersih 
- Sarana pembuangan sampah 
- Sarana sosial, seperti: meunasah, balai pertemuan warga, pos yandu, 

polindes, dll 
 Perencanaan lingkungan permukiman secara partisipatif akan dilaksanakan 

melalui rembug warga yang dikoordinasikan oleh TPK/Kerap. 
 BDL digunakan untuk pembangunan prasarana lingkungan yang disepakati 

masyarakat. Apabila disepakati, BDL dapat digunakan secara luwes, misalnya 
untuk membangun hunian sementara yang nantinya dialihfungsikan untuk 
bangunan publik, atau dapat juga digunakan untuk menutupi kekurangan biaya 
pembangunan rumah. 

B. Langkah-Langkah Perencanaan Lingkungan Permukiman secara Partisipatif 

Berdasarkan data-data tentang profil kondisi lingkungan permukiman yang didapat 
melalui kegiatan Survey Swadaya, TPK/Kerap mempersiapkan peta eksisting 
prasarana lingkungan permukiman kelurahan/desa/geuchik yang sudah dibuat 
sebelumnya menjadi peta dasar dalam pembuatan rencana tata ruang lingkungan 
permukiman (kelurahan/desa/geuchik). Peta dasar tersebut digandakan sebanyak 2 
buah dan dijadikan peta kerja sebagai tempat untuk menuangkan masing-masing 
tahapan perencanaan prasarana lingkungan permukiman ke dalam bentuk gambar 
peta yang akan dilakukan melalui rembug warga. 

Langkah 1: Rembug Warga untuk Merumuskan Rencana Pembangunan 
Prasarana Lingkungan Permukiman 

TPK/Kerap bersama-sama dengan Fasrum memandu peserta rembug untuk 
merumuskan desain pembangunan prasarana lingkungan permukiman dengan 
tahapan sebagai berikut: 
(1) Ajak peserta rembug untuk melihat peta eksisting prasarana lingkungan 

permukiman. Pandu peserta rembug untuk memilah prasarana mana yang masih 
baik dan masih layak digunakan, prasarana mana yang rusak ringan dan 
prasarana mana yang rusak berat dengan memberi tanda lokasi prasarana 
tersebut untuk masing-masing kategori pada peta kerja 1. 

(2) Berdasarkan kegiatan/proyek prioritas yang telah disepakati sebelumnya, ajak 
peserta untuk menandai lokasi kegiatan/proyek tersebut pada peta kerja 1 
kegiatan/proyek prioritas yang terkait dengan prasarana lingkungan permukiman. 
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(3) Untuk kegiatan/proyek pembangunan jalan dan saluran drainase, ajak peserta 
rembug untuk menggambarkan jaringan jalan dan saluran drainase pada peta 
kerja 1. Pada saat menggambarkan pada peta kerja 1, beri pertimbangan tentang 
kemiringan lahan, kesimambungan dengan jalan/saluran drainase yang sudah 
ada (baik di dalam maupun diluar kelurahan/desa/geuchik) serta jaminan untuk 
tidak merusak kondisi lingkungan. 

(4) Setelah semua kegiatan/proyek tersebut selesai digambarkan pada peta kerja 1, 
ajak peserta untuk menyepakati bahwa apa yang tertuang dalam peta 
merupakan Peta Rencana Pembangunan Prasarana Lingkungan di 
kelurahan/desa/geuchik bersangkutan.  

(5) Rapihkan dan sempurnakan Peta Rencana Pembangunan Prasarana 
Lingkungan pada peta kerja 1 dengan menggambarkan ulang pada peta kerja 2 
yang masih kosong. 

Langkah 2: Pembuatan Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan (DTPL) 

Fasrum memfasilitasi TPK/Kerap dalam: 
(1) Menuangkan Peta Rencana Pembangunan Prasarana Lingkungan permukiman 

yang telah dirumuskan melalui rembug warga dalam bentuk gambar teknik 
dengan spesifikasinya. 

(2) Menyusun rencana anggaran biaya rehab-rekon lingkungan. 
(3) Menyusun rencana kerja pelaksanaan rehab-rekon lingkungan termasuk rencana 

pengadaan bahan. 
(4) Menyusun rencana penggunaan BDL per tahap. 
(5) Mengkonsolidasi hasil pada butir a, b, c dan d di atas menjadi DTPL 

Langkah 3: Uji Publik  

Berikan kesempatan koreksi oleh masyarakat luas (publik) terhadap DTPL tersebut 
selama 10 hari kalender dengan cara: 
 Umumkan secara terbuka baik di kelompok pengajian, meunasah, mesjid, radio 

daerah, televisi daerah, dan lain-lain. 
 Disamping pengumuman tersebut, tempelkanlah draft rencana tata ruang 

lingkungan permukiman (kelurahan/desa/geuchik) di minimum 5 lokasi yang 
menjadi fokus perhatian masyarakat termasuk di barak-barak penampungan 

Bila ternyata dalam 10 hari kalender tersebut ada masukan, kritik dan saran, maka 
TPK/Kerap menyempurnakan DTPL tersebut untuk kemudian diajukan menjadi 
proposal kepada PJOK melalui DMC. Selanjutnya mengenai proses pengajuan DTPL 
ini dapat dilihat pada Bab IV. Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Hibah. 

C. Format/Isi Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan (DTPL) 

1. Surat Pengajuan/Proposal Pembangunan Lingkungan Permukiman oleh 
TPK/Kerap

2. Peta Eksisting Prasarana Lingkungan Permukiman di Tingkat 
Kelurahan/Desa/Geuchik 

3. Peta Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan Permukiman di Tingkat 
Kelurahan/Desa/Geuchik  

4. Gambar-Gambar Teknik Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman 
untuk setiap item prasarana yang akan dibangun 

5. Spesifikasi Bahan dan Material yang akan Digunakan 
6. Rencana Kerja, Jadwal dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Pembangunan 

Prasarana Lingkungan Permukiman 
7. Rencana Pengadaan Barang dan Tenaga Kerja 
8. Rencana Anggaran Biaya 
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3.2 TATA CARA PERENCANAAN PERUMAHAN SECARA PARTISIPATIF 

A. Ketentuan Dasar 

 Perencanaan perumahan secara partisipatif adalah proses penyusunan rencana 
rehab-rekon perumahan warga korban bencana dengan menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku dan penentu kebijakan pembangunan perumahan 
mereka.

 Perencanaan perumahaan untuk Re-Kompak sepenuhnya mengacu kepada 
Pedoman Pembangunan Bangunan Teknis Rumah Tinggal Sederhana yang 
tertuang di dalam Buku Building Code untuk Wilayah NAD. 

 Perencanaan perumahan secara partisipatif akan dilaksanakan oleh Kelompok-
Kelompok Pemukim (KP) yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh TPK/Kerap 
dengan beranggotakan keluarga-keluarga korban bencana yang akan 
mendapatkan BDR di kelurahan/desa/geuchik tersebut. 

B. Langkah-Langkah Perencanaan Perumahan secara Partisipatif 

Langkah 1: Membentuk Kelompok Pemukim (KP) 

Fasrum dan Faskel/FD membantu TPK/Kerap memfasilitasi calon penerima BDR 
membentuk satuan kerja swadaya yang disebut KP berdasarkan kesamaan ikatan 
(kesamaan desain rumah, kedekatan tempat tinggal, kekerabatan, profesi dan lain-
lain). KP terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) sampai dengan maksimum 10 (sepuluh) 
keluarga.   
Persyaratan anggota KP adalah: 
a. Keluarga, baik pemilik maupun penyewa yang sebelum peristiwa gempa dan 

tsunami 26 Desember 2004 tinggal menetap di wilayah bencana. 
b. Keluarga yang sudah memperbaiki atau membangun kembali rumahnya ataupun 

yang baru akan melaksanakan perbaikan dan pembangunan. 
c. Keluarga yang rumahnya hancur sebagian atau hancur seluruhnya dan belum 

mendapat bantuan sejenis dari pihak lain. 
Anggota dalam setiap KP sebaiknya terdiri dari keluarga yang akan menerima BDR-
rehab dan BDR-rekon yang telah ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah warga 
berdasarkan penilaian tingkat kerusakan rumah dan penetapan calon penerima 
hibah.

Langkah 2: Menentukan Jenis Bangunan Rumah yang akan Dibangun 

Untuk pembangunan baru (rekon), Fasrum dan Faskel/FD bersama-sama dengan 
TPK/Kerap mendiskusikan dengan para anggota KP tentang jenis bangunan rumah 
(panggung atau non panggung) yang akan dibangun untuk masing-masing anggota 
KP. Penentuan jenis bangunan rumah ini harus didasarkan pada ketentuan sebagai 
berikut: 
 Ketentuan jenis bangunan yang boleh dibangun berdasarkan zonasi wilayah 

seperti yang tertuang dalam Buku Building Code untuk Wilayah NAD dan Nias 
 Kesepakatan para anggota KP 
 Tidak melebihi plafon anggaran BDR untuk setiap keluarga penerima BDR 

Langkah 3: Menyusun Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan (DTPP) 

Fasrum memfasilitasi anggota KP dalam menyusun DTPP dengan cara: 
(1) Memfasilitasi penyusunan desain rumah secara partisipatif dan menuangkannya 

dalam bentuk gambar teknik dengan spesifikasinya. 
(2) Memfasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya rehab-rekon rumah. 
(3) Memfasilitasi penyusunan rencana kerja pelaksanaan rehab-rekon rumah 

termasuk rencana pengadaan bahan. 
(4) Memfasilitasi penyusunan rencana penggunaan BDR per tahap. 
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(5) Mengkonsolidasi hasil pada butir (1), (2), (3) dan (4) di atas menjadi DTPP per 
KP.

(6) DTPP yang sudah lengkap tersebut menjadi dokumen yang siap diajukan oleh 
KP kepada DMC melalui TPK/Kerap untuk dinilai kelayakannya. Selanjutnya 
mengenai proses pengajuan DTPP ini dapat dilihat pada Bab IV. Tata Cara 
Penyaluran dan Pengelolaan Hibah 

C. Format/Isi Dokumen Teknis Perencanaan Perumahan (DTPP) 
1. Surat Pengajuan/Proposal Rehab-Rekon Rumah oleh KP 
2. Gambar-Gambar Teknis Pembangunan Rumah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Gambar Site Plan 
b. Gambar Denah Rumah 
c. Gambar Tampak Depan dan Tampak Samping 
d. Gambar Potongan Memanjang dan Melintang 
e. Gambar Rencana Atap dan Detail Kuda-Kuda 
f. Gambar Rencana Plafon 
g. Gambar Rencana Pondasi dan Detail Pondasi 

3. Spesifikasi Bahan dan Material yang akan Digunakan 
4. Rencana Kerja, Jadwal dan Penanggung Jawab Pelaksanaan Rehab-Rekon Rumah 
5. Rencana Pengadaan Barang dan Tenaga Kerja 
6. Rencana Anggaran Biaya 
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Bab IV 
TATACARA PENYALURAN DANA 

4.1   BANTUAN DANA RUMAH (BDR) 

A. Ketentuan Umum 

 BDR disalurkan kepada keluarga penerima hibah yang sebelumnya harus membentuk 
satuan kerja swadaya yang diberi nama Kelompok Pemukim (KP). KP membuka rekening 
bank dengan 3 (tiga) spesimen penanda-tangan penarikan dana 

 BDR disalurkan ke penerima hibah melalui kantor cabang BRI setempat yang bertindak 
sebagai Bank Pembayar, dengan pemindah-bukuan dana ke rekening KP  

 Pengelolaan dana hibah sepenuhnya menjadi tanggungjawab KP dan hanya boleh 
digunakan untuk rehab-rekon rumah. Penggunaan dana hibah ini dipertanggungjawabkan 
kepada TPK/Kerap 

 Alokasi BDR ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan:  
-   BDR-Rekon untuk rumah rusak berat (>50%): Rp 42 juta per keluarga.  

(Untuk lokasi yang disyaratkan pembangunan rumah panggung akan diatur secara 
terpisak). 

-   BDR-Rehab untuk rumah rusak ringan (<50%): Rp 15 juta per keluarga. 

 Tahap penyaluran dana BDR 

- BDR-Rekon 
Tahap Penyaluran Pra-syarat

Tahap I – 40% SPPB ditanda-tangani, Kemajuan Fisik  0% 
Tahap II – 40% Kemajuan Fisik  40% 
Tahap III – 20% Kemajuan Fisik  80% 

- BDR-Rehab 
Tahap Penyaluran Pra-syarat

Tahap I – 40% SPPB ditanda-tangani, Kemajuan Fisik  0% 
Tahap II – 60% Kemajuan Fisik  40% 

B. Langkah-langkah Penyaluran BDR 

Langkah 1:  Membentuk Kelompok Pemukim (KP) 

Fasilitator Perumahan dan Fasilitator P2KP/PPK membantu TPK/Kerap memfasilitasi calon 
penerima BDR membentuk satuan kerja swadaya yang disebut KP berdasarkan kesamaan 
ikatan (kesamaan desain rumah, kedekatan tempat tinggal, kekerabatan, profesi dan lain-
lain). KP terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) sampai dengan maksimum 10 (sepuluh) 
keluarga.   

Berdasarkan penilaian tingkat kerusakan rumah, maka musyawarah warga menetapkan 
keluarga korban bencana yang akan menerima BDR-rehab atau BDR-rekon. 
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Langkah 2: Menyusun Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan (DTPP) 

Fasilitator Perumahan memfasilitasi KP dalam: 
(1) Menyusun desain rumah secara partisipatif dan menuangkannya dalam bentuk gambar 

teknik dengan spesifikasinya. 
(2) Menyusun rencana anggaran biaya rehab-rekon rumah. 
(3) Menyusun rencana kerja pelaksanaan rehab-rekon rumah termasuk rencana pengadaan 

bahan. 
(4) Menyusun rencana penggunaan BDR per tahap. 
(5) Mengkonsolidasi hasil pada butir (1), (2), (3) dan (4) di atas menjadi DTPP per KP. 

Langkah 3:  Menilai Kelayakan DTPP dan Daftar Usulan Penerima Hibah  

(1) TPK/Kerap memverifikasi keabsahan DTPP termasuk daftar usulan penerima hibah, dan 
selanjutnya diserahkan kepada DMC. 

(2) DMC menilai kelayakan DTPP.  
(3) STL-DMC atas nama DMC mensahkan DTPP yang dinilai layak dengan menanda-

tanganinya, kemudian DMC mengajukan DTPP yang telah disahkan kepada pemerintah 
kota/kabupaten untuk pengurusan perijinan yang diperlukan.  

(4) DTPP yang telah disahkan digandakan oleh DMC dan diteruskan kepada KP dan PJOK.  
Satu berkas DTPP disimpan di DMC sebagai pertinggal. 

Langkah 4:  Membuka Rekening KP 

KP membuka rekening atas nama KP pada BRI Kantor Cabang/Kantor Cabang 
Pembantu/Unit terdekat yang akan menampung dana hibah. Penarikan dana dari rekening KP 
tersebut harus ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KP yang disepakati oleh semua anggota.

Langkah 5:  Pengiriman Nama dan Spesimen Tanda Tangan ke Bank Pembayar 

PIU mengirimkan nama dan spesimen tandatangan STL-DMC dan PJOK kepada BRI Kantor 
Cabang setempat yang bertindak sebagai Bank Pembayar.  

Langkah 6:  Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) 

Berdasarkan DTPP, selanjutnya PJOK bersama KP menandatangani SPPB, yang memuat 
jumlah dana hibah, nama penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajiban 
serta sanksi masing-masing pihak. 

Langkah 7 :  Mendaftarkan KP 

(1) TPK/Kerap mendaftarkan KP yang telah menanda-tangani SPPB sebagai calon penerima 
dana hibah kepada DMC.  

(2) DMC meneruskan ”Daftar Usulan Penerima Hibah” kepada PIU.  
(3) Setelah memverifikasi, PIU meneruskan ”Daftar Usulan Penerima Hibah” tersebut ke 

PMU.
(4) Berdasarkan ”Daftar Usulan Penerima Hibah”, PMU menetapkan penerima hibah dengan 

mengirim “Daftar Induk Penerima Hibah” ke BRI kantor cabang Banda Aceh yang 
bertindak sebagai Bank Koordinator.  

Langkah 8:  Penyaluran dan Pencairan BDR  

(1) Berdasarkan SPPB, KP mengisi Surat Perintah Bayar (SPB) dan menyerahkannya 
kepada PJOK.  
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(2) Setelah memverifikasi keabsahan SPB termasuk tahap pembayaran yang diajukan, PJOK 
menandatangani dan meneruskannya kepada DMC.  

(3) Setelah memverifikasi keabsahan dan kelayakan SPB yang diajukan (termasuk tahap 
pembayaran, rencana dan realisasi penggunaan dana, dan kemajuan pekerjaan), STL-
DMC menandatangani SPB tersebut dan meneruskannya kepada BRI Kantor Cabang 
setempat yang bertindak sebagai Bank Pembayar. 

(4) Bank Pembayar melakukan verifikasi kesesuaian dengan ”Daftar Induk Penerima Hibah” 
yang diterima dari Bank Koordinator, nama dan spesimen tandatangan STL-DMC dan 
PJOK yang diterima dari PIU. 

(5) Selanjutnya Bank Pembayar akan memindahbukukan sejumlah dana sebagaimana 
tertuang dalam SPB ke rekening KP.

(6) KP dapat mencairkan dana dari rekening KP secara bertahap sesuai kebutuhan. 

C. Tahap-tahap Pemanfaatan BDR 

Pengelolaan BDR setiap tahapnya dapat ditujukan untuk mencapai hasil sebagai berikut: 

BDR-Rekon 

Tahap  % Dana Hasil rumah jadi/selesai 
(asumsi 10 Unit rumah) 

Kemajuan Fisik (parallel) 
Akumulatif  

1 40% 4 unit   40% 
2 40% 4 unit   80% 
3 20% 2 unit 100%

BDR-Rehab 

Tahap % Dana Pemanfaatan Dana Kemajuan Fisik 
Akumulatif  

1 40% 40%   40% 
2 60% 60% 100%

IV - 3



Bagan Alir Penyaluran Hibah BDR
                                                                                                                                   

Rekening 
IndukPMU

Satker PKP  

 BRI
KC Banda Aceh 

(Bank Koordinator)

PIU
 BRI – KC Setempat 

(Bank Pembayar) 

Distribusi
Daftar Induk – 2e

PJOK

KP

S
P
P
B

1c

SPB yang disetujui 
– 4b

DMC

SPB
4cDaftar Usulan 

Penerima
Hibah – 2a 

Kartu Contoh Tandatangan           
PJOK dan STL-DMC  

3a

Daftar Usulan 
Penerima

Hibah – 2b

SPM Ls 
3b

SP2D
3c

KPPN
Banda Aceh 

Daftar Induk Penerima Hibah - 2d 

Laporan Bulanan Bank 

On-line
Transfer 4d

Rekening
KP

1b

DTPP– 1a

Surat Perintah 
Bayar (SPB) 4a 

4e

TPK/Kerap

Fasrum

Fas PPK/P2KP 
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Uraian Proses Bagan Aliran Penyaluran Hibah BDR 

Persiapan Penerima Hibah 
BDR-  Fasrum bersama-sama dengan Fasilitator P2KP dan PPK membantu TPK/Kerap 

mengorganisasi calon penerima hibah dalam bentuk Kelompok Pemukim (KP) yang kemudian 
membuat proposal berupa Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan (DTPP).   

1a. DTPP diajukan melalui TPK/Kerap kepada DMC untuk dinilai kelayakannya. 
1b.  DMC meneruskan DTPP yang dinilai layak kepada PJOK sebagai dasar pembuatan Surat 

Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). 
1c.  PJOK bersama KP menandatangani SPPB. 

Pendaftaran Penerima Hibah
2a.  PJOK melalui DMC mengirim Daftar Usulan Penerima Hibah kepada PIU 
2b.  PIU memeriksa dan kemudian meneruskan Daftar Usulan Penerima Hibah kepada PMU  
2c.  PMU menetapkan dan mengirimkan ”Daftar Induk Penerima Hibah” (DIPH) kepada BRI Kantor 

Cabang Banda Aceh (Bank Koordinator) 
2d.  BRI Kantor Cabang Banda Aceh mendistribusikan DIPH kepada KC BRI terdekat yang akan 

bertindak sebagai Bank Pembayar 

Persiapan Pembayaran hibah 
3a.  Masing-masing PIU mengirimkan nama dan contoh tanda tangan PJOK dan STL DMC yang 

berwenang menandatangani SPB kepada KC BRI Pembayar di wilayah masing-masing  
3b.  Dalam rangka pengisian ”Rekening Induk” yang akan digunakan untuk pembayaran dana hibah, 

maka berdasarkan permintaan PMU, Satker PKP menerbitkan SPM-Ls kepada KPPN Banda 
Aceh untuk kebutuhan selama 3 (tiga) bulan 

3c. KPPN menerbitkan SP2D kepada BRI Cabang Banda Aceh untuk memindahbukukan dana dari 
Rekening Khusus pada BRI Cabang Kebayoran Baru ke Rekening Induk pada BRI Cabang 
Banda Aceh 

3d. KP membuka rekening tabungan atas nama KP dengan tiga specimen tanda tangan penarik 
dana

Proses Pembayaran Hibah 
4a.  Sesuai dengan termin pembayaran pada SPPB, KP mengisi dan menandatangani ”Surat 

Perintah Bayar” (SPB) untuk diserahkan kepada PJOK.  
4b.  PJOK memeriksa, menandatangani  dan meneruskan SPB kepada STL-DMC.  
4c.  STL-DMC melakukan verifikasi dan menilai kelayakan SPB.  SPB yang layak untuk dibayar 

ditandatangani dan diteruskan kepada BRI KC setempat yang bertindak sebagai Bank 
Pembayar.

4d.  Bank Pembayar memverifikasi keabsahan SPB, dan selanjutnya melakukan 
pemindahbukuan/transfer ke rekening KP sejumlah dana sebagaimana tercantum pada SPB.  

4e. KP dapat menarik dana dari rekening KP sesuai kebutuhan. 
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4.2   BANTUAN DANA LINGKUNGAN (BDL) 

A. Ketentuan Umum 

 BDL disalurkan kepada warga masyarakat suatu kelurahan/desa melalui TPK/Kerap yang 
telah terbentuk pada PPK atau P2KP.  TPK/Kerap membuka rekening bank dengan 3 
(tiga) spesimen penanda-tangan penarikan dana 

 BDL disalurkan ke TPK/Kerap melalui kantor cabang BRI setempat yang bertindak 
sebagai Bank Pembayar, dengan pemindah-bukuan dana ke rekening TPK/Kerap  

 Pengelolaan dana hibah sepenuhnya menjadi tanggungjawab TPK/Kerap dan hanya 
boleh digunakan untuk rehab-rekon sarana/prasarana lingkungan. Penggunaan dana 
hibah oleh TPK/Kerap dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat 
kelurahan/desa. 

 Alokasi BDL adalah Rp. 500 juta per kelurahan/desa. 

 Tahap penyaluran dana BDL 
Tahap Penyaluran Pra-syarat

Tahap I – 40% SPPB ditanda-tangani, Kemajuan Fisik  0% 
Tahap II – 60% Kemajuan Fisik  40% 

B. Langkah-langkah Penyaluran BDL 

Langkah 1 : Membentuk tim pelaksana BDL 

Fasilitator PPK/P2KP telah melakukan pembetukan TKP/Kerap di kelurahan/desa sasaran 
Re-Kompak yang akan bertidak sebagai tim pelaksana BDL.  TPK/Kerap dengan dibantu 
Fasilitator Perumahan dapat membentuk unit-unit kerja untuk pelaksanaan rehab-rekon 
sarana/prasarana lingkungan tertentu. 

Langkah 2 :  Menyusun Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan (DTPL) 

Fasilitator Perumahan memfasilitasi TPK/Kerapdalam: 
(1) Menyusun desain pembangunan lingkungan secara partisipatif dan menuangkannya 

dalam bentuk gambar teknik dengan spesifikasinya. 
(2) Menyusun rencana anggaran biaya rehab-rekon lingkungan. 
(3) Menyusun rencana kerja pelaksanaan rehab-rekon lingkungan termasuk rencana 

pengadaan bahan. 
(4) Menyusun rencana penggunaan BDL per tahap. 
(5) Mengkonsolidasi hasil pada butir a, b, c dan d di atas menjadi DTPL 

Langkah 3 :  Menilai Kelayakan DTPL  

(1) Setelah mendapatkan kesepakatan warga, TPK/Kerap menyerahkan DTPL kepada DMC 
untuk dinilai kelayakannya. 

(2) STL-DMC atas nama DMC mensahkan DTPL yang dinilai layak dengan menanda-
tanganinya,.  

(3) DTPL yang telah disahkan digandakan oleh DMC dan diteruskan kepada TPK/Kerap dan 
PJOK.  Satu berkas DTPL disimpan di DMC sebagai pertinggal. 

Langkah 4 :  Membuka Rekening TPK/Kerap 
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TPK/Kerap membuka rekening atas nama TPK/Kerap pada BRI Kantor Cabang/Kantor 
Cabang Pembantu/Unit terdekat yang akan menampung dana hibah. Penarikan dana dari 
rekening TPK/Kerap tersebut harus ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur TPK/Kerap yang 
disepakati oleh warga.

Langkah 5 :  Pengiriman Nama dan Spesimen Tanda Tangan ke Bank Pembayar 

PIU mengirimkan nama dan spesimen tandatangan STL-DMC dan PJOK kepada BRI Kantor 
Cabang setempat yang bertindak sebagai Bank Pembayar.  

Langkah 6 :  Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) 

Berdasarkan DTPL, selanjutnya PJOK bersama TPK/Kerap menandatangani SPPB, yang 
memuat jumlah dana hibah BDL, nama TPK/Kerap dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak 
dan kewajiban serta sanksi masing-masing pihak. 

Langkah 7 :  Mendaftarkan TPK/Kerap 

(1) Berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani, TPK/Kerap mendaftarkan diri sebagai 
penerima dana hibah kepada DMC.  

(2) DMC meneruskan ”Daftar Usulan Penerima Hibah” kepada PIU.  
(3) Setelah memverifikasi, PIU meneruskan ”Daftar Usulan Penerima Hibah” tersebut ke 

PMU.
(4) Berdasarkan ”Daftar Usulan Penerima Hibah”, PMU menetapkan penerima hibah dengan 

mengirim “Daftar Induk Penerima Hibah” ke BRI kantor cabang Banda Aceh yang 
bertindak sebagai Bank Koordinator.  

Langkah 8 :  Penyaluran dan Pencairan BDL  

(1) Berdasarkan SPPB, TPK/Kerap mengisi Surat Perintah Bayar (SPB) dan 
menyerahkannya kepada PJOK.  

(2) Setelah memverifikasi keabsahan SPB termasuk tahap pembayaran yang diajukan, PJOK 
menandatangani dan meneruskannya kepada DMC.  

(3) Setelah memverifikasi keabsahan dan kelayakan SPB yang diajukan (termasuk tahap 
pembayaran, rencana dan realisasi penggunaan dana, dan kemajuan pekerjaan), STL-
DMC menandatangani SPB tersebut dan meneruskannya kepada BRI Kantor Cabang 
setempat yang bertindak sebagai Bank Pembayar. 

(4) Bank Pembayar melakukan verifikasi kesesuaian dengan ”Daftar Induk Penerima Hibah” 
yang diterima dari Bank Koordinator, nama dan spesimen tandatangan STL-DMC dan 
PJOK yang diterima dari PIU. 

(5) Selanjutnya Bank Pembayar akan memindahbukukan sejumlah dana sebagaimana 
tertuang dalam SPB ke rekening TPK/Kerap.

(6) TPK/Kerap dapat mencairkan dana dari rekening TPK/Kerap secara bertahap sesuai 
kebutuhan. 

C. Tahap-tahap Pemanfaatan BDL  

Pengelolaan BDL setiap tahapnya dapat ditujukan untuk mencapai hasil sebagai berikut:

Tahap % Dana Pemanfaatan Dana Kemajuan Fisik 
Akumulatif  

1 40% 40%   40% 
2 60% 60% 100%
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Bagan Alir Penyaluran Hibah BDL
                                                                                                                                   

Rekening 
IndukPMU

Satker PKP  

 BRI
KC Banda Aceh 

(Bank Koordinator)

PIU
 BRI – KC Setempat 

(Bank Pembayar) 

Distribusi
Daftar Induk – 2e

PJOK

TPK/Kerap

S
P
P
B

1c

SPB yang disetujui 
– 4b

DMC

SPB
4cDaftar Usulan 

Penerima
Hibah – 2a 

Kartu Contoh Tandatangan           
PJOK dan STL-DMC  

3a

Daftar Usulan 
Penerima

Hibah – 2b

SPM Ls 
3b

SP2D
3c

KPPN
Banda Aceh 

Daftar Induk Penerima Hibah - 2d 

Laporan Bulanan Bank 

On-line
Transfer 4d

Rekening
TPK/Kera

1b

DTPL– 1a

Surat Perintah 
Bayar (SPB) 4a 

4e

Fasrum

Fas PPK/P2KP 
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Uraian Proses Bagan Alir Penyaluran Hibah BDL 

Persiapan Penerima Hibah 
BDL-  Fasrum bersama-sama dengan Fasilitator P2KP dan PPK membantu TPK/Kerap membuat 

proposal berupa Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL).   

1a. DTPL diajukan TPK/Kerap kepada DMC untuk dinilai kelayakannya. 
1b.  DMC meneruskan DTPL yang dinilai layak kepada PJOK sebagai dasar pembuatan Surat 

Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). 
1c.  PJOK bersama TPK/Kerap menandatangani SPPB. 

Pendaftaran Penerima Hibah
2a.  PJOK melalui DMC mengirim Daftar Usulan Penerima Hibah kepada PIU 
2b.  PIU memeriksa dan kemudian meneruskan Daftar Usulan Penerima Hibah kepada PMU  
2c.  PMU menetapkan dan mengirimkan ”Daftar Induk Penerima Hibah” (DIPH) kepada BRI Kantor 

Cabang Banda Aceh (Bank Koordinator) 
2d.  BRI Kantor Cabang Banda Aceh mendistribusikan DIPH kepada KC BRI terdekat yang akan 

bertindak sebagai Bank Pembayar 

Persiapan Pembayaran hibah 
3a.  Masing-masing PIU mengirimkan nama dan contoh tanda tangan PJOK dan STL DMC yang 

berwenang menandatangani SPB kepada KC BRI Pembayar di wilayah masing-masing  
3b.  Dalam rangka pengisian ”Rekening Induk” yang akan digunakan untuk pembayaran dana hibah, 

maka berdasarkan permintaan PMU, Satker PKP menerbitkan SPM-Ls kepada KPPN Banda 
Aceh untuk kebutuhan selama 3 (tiga) bulan 

3c. KPPN menerbitkan SP2D kepada BRI Cabang Banda Aceh untuk memindahbukukan dana dari 
Rekening Khusus pada BRI Cabang Kebayoran Baru ke Rekening Induk pada BRI Cabang 
Banda Aceh 

3d. TPK/Kerap membuka rekening tabungan atas nama TPK/Kerap dengan tiga specimen tanda 
tangan penarik dana 

Proses Pembayaran Hibah 
4a.  Sesuai dengan termin pembayaran pada SPPB, TPK/Kerap mengisi dan menandatangani 

”Surat Perintah Bayar” (SPB) untuk diserahkan kepada PJOK.  
4b.  PJOK memeriksa, menandatangani  dan meneruskan SPB kepada STL-DMC.  
4c.  STL-DMC melakukan verifikasi dan menilai kelayakan SPB.  SPB yang layak untuk dibayar 

ditandatangani dan diteruskan kepada BRI KC setempat yang bertindak sebagai Bank 
Pembayar.

4d.  Bank Pembayar memverifikasi keabsahan SPB, dan selanjutnya melakukan 
pemindahbukuan/transfer ke rekening TPK/Kerap sejumlah dana sebagaimana tercantum pada 
SPB.

4e. TPK/Kerap dapat menarik dana dari rekening TPK/Kerap sesuai kebutuhan. 
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SSUURRAATT PPEERRJJAANNJJIIAANN PPEEMMBBEERRIIAANN BBAANNTTUUAANN DDAANNAA RRUUMMAAHH

((SSPPPPBB BBDDRR))
_________________________________________________________________________________ 

 Nama KP : _______________________ 
Kelurahan/Desa : _______________________ 

 Kecamatan : _______________________ 
 Kota/kabupaten : _______________________ 
 Propinsi : _______________________ 

A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama  : ……………………………….. 
Jabatan  : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Re-Kompak 
Kecamatan………………Kota/Kabupaten…………….Propinsi…..………… 
Berdasarkan keputusan Walikota/Bupati ……………..Nomor……………… 
Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama 

2. Nama  : ………………………………. 
Jabatan  : Ketua Kelompok Pemukim (KP) ……………….. 
Alamat  : ………………………………................................
Berdasarkan rapat anggota KP yg dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus KP No 
…………… , tanggal ……………………, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

B. Kedua belah pihak sepakat : 

1. Pihak Pertama bertanggungjawab untuk menyalurkan BDR:  
Jumlah : Rp  ……………..  
( terbilang : …………………….…............................................................................................)
kepada Pihak Kedua secara bertahap melalui Bank Pembayar. 

2. Pihak Kedua menerima dan bertanggungjawab untuk menyalurkan BDR ke anggotanya 
sebagai berikut:   

Kondisi Rumah 
Nama KK Penerima 

BDR
Alamat / Lokasi Tempat 

Tinggal  

Status
Kepemilikan

Rumah
(Pemilik/
Penyewa) 

Rusak 
Berat 
>50% 

Rusak 
Ringan 
<50% 

Jumlah 
BDR
(Rp)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

TOTAL 
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3. Pihak Kedua akan menggunakan dana BDR tsb untuk melaksanakan kegiatan rehab-rekon  
rumah sesuai dengan :  
 “Persyaratan Umum SPPB” yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPPB ini. 
 DTPP (Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan) yang telah dinilai kelayakannya oleh 

DMC.

4. Penyaluran Dana BDR akan dilakukan secara bertahap: A) BDR-Rekon; tahap I 40%, tahap II 
40%, tahap III 20%; B) BDR-Rehab; tahap I 40%, tahap II 60%. 

5. Dana BDR yang diterima Pihak Kedua sudah termasuk biaya administrasi dan operasional KP 
.

6. Dana BDR disalurkan ke Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua, sebagai berikut 
  Rekening atas nama : ………………………………………………………… 
  Nomor Rekening   : ………………………………………………………… 

Nama bank  : ………………………………………………………… 
  Alamat bank       : ………………………………………………………… 

   

Tanggal……………….……………………,20….. 

                Pihak  Pertama      Pihak Kedua, 
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan            Ketua KP 

(___________________________)    (____________________) 

      Mengetahui, 

1. ____________________(TPK/KERAP)  STL DMC ………………………………….. *) 

2. ____________________(Geuchik/Kades/Lurah) 

3. ____________________(Anggota KP) 

4. ____________________(Anggota KP) 

5. ____________________(Anggota KP)                                       (____________________) 

6. ____________________(Anggota KP) 

7. ____________________(Anggota KP) 

8. ____________________(Anggota KP) 

9. ____________________(Anggota KP) 

10. ____________________(Anggota KP) 

11. ____________________(Anggota KP) 

12. ____________________(Anggota KP) 

*SPPB dibuat 4 (empat)  rangkap untuk PJOK, KP, STL DMC dan Lurah/Kades/Geuchik.   
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SSUURRAATT PPEERRJJAANNJJIIAANN PPEEMMBBEERRIIAANN BBAANNTTUUAANN DDAANNAA LLIINNGGKKUUNNGGAANN
((SSPPPPBB BBDDLL))

_________________________________________________________________________________ 

 Nama TPK/Kerap: _______________________ 
Kelurahan/Desa : _______________________ 

 Kecamatan : _______________________ 
 Kota/kabupaten : _______________________ 
 Propinsi : _______________________ 

A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama  : ……………………………….. 
Jabatan  : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Re-Kompak 
Kecamatan………………Kota/Kabupaten…………….Propinsi…..………… 
Berdasarkan keputusan Walikota/Bupati ……………..Nomor……………… 
Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama 

2. Nama  : ………………………………. 
Jabatan  : Ketua TPK/Kerap…….. ……………….. 
Alamat  : ………………………………................................
Berdasarkan ........................................................................ …………… .......... 
……………………..........................., selanjutnya disebut Pihak Kedua 

B. Kedua belah pihak sepakat : 

3. Pihak Pertama bertanggungjawab untuk menyalurkan BDL:  
Jumlah : Rp  500,000,000,-- ( terbilang : Lima Ratus Juta Rupiah)  
kepada Pihak Kedua secara bertahap melalui Bank Pembayar. 

4. Pihak Kedua menerima dan bertanggungjawab untuk melaksanakan BDL untuk rehab-rekon 
sarana/prasarana lingkungan atas nama warga kelurahan/desa setempat 

5. Pihak Kedua akan menggunakan dana BDL tsb untuk melaksanakan kegiatan rehab-rekon  
lingkungan sesuai dengan :  
 “Persyaratan Umum SPPB” yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPPB ini. 
 DTPL (Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan) yang telah dinilai kelayakannya oleh 

DMC.

7. Penyaluran Dana BDL akan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap I 40%, tahap II 60%. 

8. Dana BDL yang diterima Pihak Kedua sudah termasuk biaya administrasi dan operasional 
TPK/Kerap sebagaimana disepakati dalam musyawarah warga, maksimum 5%.  
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9. Rencana penggunaan BDL 

Jenis kegiatan Volume Lokasi Nilai (Rp.) %

Total

10. Dana BDL disalurkan ke Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua, sebagai berikut 
  Rekening atas nama : ………………………………………………………… 
  Nomor Rekening   : ………………………………………………………… 

Nama bank  : ………………………………………………………… 
  Alamat bank       : ………………………………………………………… 

   

Tanggal……………….……………………,20….. 

                Pihak  Pertama      Pihak Kedua, 
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan          Ketua TPK/ Koordinator KERAP 

(___________________________)    (____________________) 

Mengetahui, 

    Lurah/Kades/Geuchik        STL (Sub Team Leader) DMC 

(_____________________)                         (_____________________) 

*SPPB dibuat 4 (empat)  rangkap untuk PJOK, TPK/Kerap, STL-DMC dan Lurah/Kades/Geuchik.   
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PERSYARATAN UMUM SPPB 
Naskah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dana  

UMUM

1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan hanya dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak apabila : 
KP atau TPK/Kerap telah menyerahkan DTPP/DTPL, yang telah dinilai kelayakannya oleh STL (Sub Team 
Leader) DMC yang dinyatakan dengan tanda tangan menyetujui, kepada PJOK.  

2. KP atau TPK/Kerap dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman harus mematuhi 
berbagai ketentuan yang berlaku di proyek Re-Kompak, sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman 
Operasional Kelurahan/Desa Re-Kompak memenuhi Persyaratan Umum Perjanjian Pemberian Bantuan, 
kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pembangunan permukiman serta peraturan setempat lainnya 
yang berlaku.  

TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PEMUKIM (KP)

1. Menjamin bahwa, anggota-anggota KP (Kelompok Pemukim) adalah keluarga korban bencana 
gempa/tsunami yang berhak mendapat bantuan rehabilitasi/rekonstruksi rumah, berdasarkan kesepakatan 
masyarakat yang ditetapkan oleh TPK/KERAP melalui proses penetapan calon penerima bantuan 

2. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi rumah yang dituangkan dalam DTPP 
(Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan) yang diajukan dan kemudian dinilai kelayakannya serta 
disetujui TPK/KERAP, adalah :  
 usulan-usulan yang didasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KP 
 tidak bertentangan dengan RT-R2P (Rencana Tindak Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Permukiman/Community Settlement Plan/CSP) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya oleh 
masyarakat 

 tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat dalam rehabilitasi & rekonstruksi 
perumahan. 

 senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai serta ketentuan proyek Re-Kompak. 
 Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan rumah, maka KP memutuskan cara pelaksanaan 

(metoda konstruksi), sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam pedoman Re-Kompak.  
3. Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara 

bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. 
4. Menyerahkan laporan kemajuan secara rutin ke TPK/KERAP dan Fasrum; Selain itu memberikan 

kesempatan juga kepada PJOK, STL DMC, dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan 
salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, KP 
berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada TPK/KERAP yang ditembuskan ke 
Fasrum dan PJOK. 

5. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa 
keuangan independen yang diundang oleh TPK/KERAP. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 
penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali 
dll), maka KP wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpangan yang telah terjadi.  

6. KP wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran berkaitan dengan pembangunan 
perumahan selama jangka waktu 3 tahun. 

7. KP wajib memasang papan proyek yang menjelaskan jumlah rumah yang akan dibangun 
kembali/direhabilitasi, biaya per rumah, jumlah biaya, sumberdana dan daftar anggota KP. 

TANGGUNG JAWAB TPK/KERAP

a) Dalam hal pembangunan perumahan maka tanggung jawab TPK/Kerap adalah :

1. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KP yang disetujui telah dipilih dan dinilai dengan menggunakan 
ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman Re-Kompak maupun ketentuan tambahan yang ditetapkan DMC;  

2. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KP yang telah dinyatakan layak dan disetujui oleh TPK/KERAP 
benar-benar merupakan usulan dari keluarga korban bencana yang berhak dan usulan kegiatannya sesuai 
dengan PJP Pembangunan Masyarakat dan Permukiman; 

3. Menjamin bahwa dana BDR yang disalurkan ke KP dan anggotanya adalah sesuai dengan usulan yang telah 
diajukan KP. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuat berita acara 
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pertemuan/rapat anggota KP bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh Rapat Anggota 
TPK/KERAP serta diverifikasi oleh DMC; 

4. Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan KP, minimal satu kali 
selama pekerjaan rehabilitasi & rekonstruksi rumah. Selain itu, TPK/KERAP juga mendorong KP agar 
terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang dilakukan oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya.  

5. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh KP, maka TPK/KERAP 
harus mewajibkan KP untuk mengembalikan dana yang dimaksud.  

6. Menyerahkan laporan kemajuan keseluruhan kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi rumah di wilayahnya setiap 
bulan ke PJOK dan DMC; Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan 
perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta 
mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, TPK/KERAP berkewajiban mengkonsolidasikan 
laporan tiap KP dan menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan tiap KP yang telah dikonsolidasi 
kepada PJOK dan DMC. 

7. Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga 
pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan 
nilai yang dijunjung Re-Kompak secara konsisten oleh setiap pelaku di tingkat masyarakat, KP dan 
TPK/KERAP. 

8. Menjamin bahwa usulan dan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi rumah didasarkan pada pedoman Re-Kompak 
dan peraturan perundangan yang berlaku. 

9. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan dilakukan secara padat karya atau dengan cara lain yang 
membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat korban bencana di lokasi kegiatan.  

b) Dalam hal pembangunan lingkungan maka tanggung jawab TPK/Kerap adalah:

1. Menjamin bahwa masyarakat korban bencana berpartisipasi dan berhak mendapat bantuan BDL, 
berdasarkan hasil perumusan kebutuhan yang disusun melalui proses survai swadaya yang dilakukan 
masyarakat sendiri; 

2. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai layak dan disetujui TPK/Kerap, adalah 
kegiatan yang didasarkan hasil perumusan kebutuhan masyarakat dan perencanaan partisipatif yang telah 
disusun dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat; 

3. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih melalui proses penentuan prioritas 
secara partisipatif.  

4. Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang dinyatakan layak dan disetujui oleh TPK/Kerap telah 
dilakukan penilaian kelayakannya dan ditandatangani oleh STL (Sub Team Leader) DMC; 

5. Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh usulan kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasional 
dan pengendalian oleh TPK/Kerap, mampu dibiayai dengan berbagai dana yang dapat digalang TPK/Kerap 
termasuk alokasi dana BDL di kelurahan/desanya; 

6. Menjamin bahwa dana yang disalurkan dimanfaatkan oleh masyarakat atau panitia/pokja pelaksana sesuai 
dengan usulan yang telah diajukannya. Dalam hal terjadi perubahan dari rencana usulan semula, TPK/Kerap 
harus mengadakan musyawarah kelurahan/desa yg dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan selanjutnya 
harus diverifikasi oleh STL (Sub Team Leader) DMC; 

7. Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan TPK/Kerap, minimal 
satu kali selama pekerjaan rehabilitasi/rekonstruksi lingkungan berlangsung. Selain itu, TPK/Kerap juga akan 
terbuka terhadap pemeriksa keuangan yang ditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya;  

8. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh TPK/Kerap, maka 
TPK/Kerap wajib mengembalikan dana yang dimaksud; 

9. TPK/Kerap wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembangunan lingkungan 
selama jangka waktu 3 tahun; 

10. Menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan setiap bulan kepada PJOK dan STL (Sub Team Leader) DMC. 
Selain itu memberikan kesempatan juga kepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk 
mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan 
lapangan. Pada akhir pekerjaan, TPK/Kerap berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian 
pekerjaan kepada PJOK dan STL (Sub Team Leader) DMC; 

11. Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga 
pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan hasil kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip 
dan nilai luhur secara konsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat dan TPK/Kerap; 

12. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan, terutama pembangunan prasarana/sarana lingkungan, 
didasarkan pada pedoman Re-Kompak dan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan 
dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi 
permukiman pasca bencana tsunami di NAD dan Nias . 
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13. Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan dilakukan secara padat karya atau dengan cara lain yang 
membuka peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat korban bencana di lokasi kegiatan.  

14. Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara 
bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. 

TANGGUNG JAWAB TPK/KERAP

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pematangan tanah dan pembangunan prasarana serta sarana lingkungan 
TPK/Kerap dapat membentuk panitia atau pokja yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan 
lingkungan sesuai dengan usulan yg telah dilakukan penilaian kelayakannnya oleh STL (Sub Team Leader) 
DMC;

2. Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan oleh panitia/pokja, senantiasa didasarkan pada 
prinsip dan nilai serta ketentuan yg ditetapkan dalam pedoman Re-Kompak; 

3. Menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan tiap bulan ke TPK/Kerap dan Fasrum; Selain itu memberikan 
kesempatan juga kepada PJOK, STL (SUB TEAM LEADER) DMC, perangkat kelurahan/desa dan lainnya 
untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan 
peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, panitia/pokja pelaksana kegiatan berkewajiban menyerahkan 
laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada TPK/Kerap dan fasilitator; 

4. Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksa 
keuangan independen yang diundang/ditunjuk oleh TPK/Kerap. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 
penyimpangan penggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali 
dan lain-lain), maka panitia/pokja wajib mengembalikan dana dimaksud (sejumlah perhitungan 
penyimpangan yang telah terjadi). Panitia/Pokja pelaksana kegiatan wajib menyimpan catatan dan bukti-
bukti pengeluaran berkaitan dengan pembangunan lingkungan dan diakhir kegiatan diserahkan kepada 
TPK/Kerap untuk disimpan selama jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; 

TANGGUNG JAWAB SUB TEAM LEADER DMC 

1. Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan 
prinsip dan nilai Re-Kompak, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, kesesuaian terhadap kelayakan 
teknik pembangunan perumahan di wilayah bencana serta pembelajaran masyarakat untuk membuat 
usulan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya, dalam bentuk Dokumen Teknik 
Pembangunan Perumahan atau Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan. 

2. Memfasilitasi penguatan kapasitas TPK/KERAP untuk mampu memberikan pertimbangan (teknis, 
keuangan, dan lingkungan) terhadap usulan-usulan kegiatan pembangunan perumahan dari KP. 

3. Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap usulan KP dalam bentuk DTPP atau TPK/Kerap dalam 
bentuk DTPL, baik dari segi proses maupun hasilnya apakah telah sesuai dengan prinsip dan nilai yg 
dijunjung Re-Kompak dan standar kelayakan teknis dan financial. 

4. Membantu KP dan TPK/KERAP dan PJOK dalam memproses administrasi pencairan dana 
5. Meningkatkan dan memperkuat kemampuan KP dan TPK/Kerap dalam mengelola pembangunan fisik 

(perumahan/lingkungan) melalui Fasrum 
6. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan dan lingkungan melalui Fasrum 
7. Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara masyarakat, TPK/KERAP dan 

para fasilitator berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada. 
8. Menilai, menyesuaikan/menolak/menyetujui berbagai perubahan/ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan. 
9. Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan nilai luhur yg dijunjung oleh Re-Kompak di 

masyarakat dan TPK/KERAP dalam keseluruhan proses kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi permukiman  di 
wilayah itu. 

10. Menjamin bahwa kegiatan yang disetujui dan direkomendasikan telah sesuai atau tidak bertentangan 
dengan kebijakan dan peraturan perundangan pemerintah pusat maupun pemerintah setempat dalam 
rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman di wilayah NAD dan Nias. 

11. Memfasilitasi KP dan TPK/KERAP sedemikian rupa sehingga menjamin KP dan TPK/KERAP secara 
bertahap memiliki kemampuan untuk mandiri.  

12. Memfasilitasi penguatan kapasitas TPK/Kerap untuk mampu memberikan pertimbangan (teknis, keuangan 
dan lingkungan) terhadap usulan-usulan kegiatan pembangunan permukiman; 

13. Bersama dengan PJOK, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja KP dan TPK/Kerap maupun 
pencapaian hasil keseluruhan kegiatan sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasi 
pencairan BDR/BDL tahap berikutnya. 
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PENANGGUHAN DAN PEMBATALAN PENYALURAN DANA

a) Penangguhan dan pembatalan penyaluran BDR. 

1. Apabila berdasarkan penilaian TPK/Kerap, KP dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja sesuai dgn 
ketentuan yang ditetapkan, maka pembayaran dana tahap II dapat ditangguhkan, hingga KP yang 
bersangkutan telah memenuhi syarat yang ditetapkan proyek Re-Kompak. 

2. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, ternyata KP ybs dinilai masih tidak 
mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana dan kegiatan sebagaimana yang diharapkan, maka 
TPK/Kerap dapat melaporkan kepada STL DMC dan PJOK agar melaksanakan ketentuan Pembatalan 
Pembayaran dana BDR.

3. Pembatalan Pembayaran dana BDR. KP ybs menyerahkan hak otorisasi kepada STL DMC dan PJOK untuk 
membatalkan pembayaran dana BDR, sebagian atau seluruhnya, jika, menurut penelitian STL DMC, PJOK 
dan TPK/KERAP di kelurahan/desa ybs, tidak membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai 
target kegiatan dan/atau gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam proyek Re-Kompak, 
dengan pertanda atau indikator-indikator sebagai berikut : 
a. KP (Kelompok Pemukim) terbukti tidak efektif mempersiapkan dan melaksanakan rehabilitasi dan 

rekonkstruksi perumahan;  
b. DTPP (Dokumen Teknik Pembangunan Perumahan) tidak disusun secara partisipatif dengan melibatkan 

anggota KP di kelurahan/desa tersebut dan/atau bertentangan dengan kebijakan Pemerintah setempat; 
c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek tidak memuaskan dalam kurun waktu tiga bulan 

pelaksanaan proyek pembangunan perumahan;  
d. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana BDR ;  
e. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai dasar yg melandasi rehabilitasi dan 

rekonstrusksi permukiman tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten; 
Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB yang telah ditandatangan oleh 
Ybs berlaku sebagai Surat Kuasa atau otorisasi dari KP kepada STL DMC dan PJOK untuk melaksanakan 
sanksi. Keduanya akan memberitahukan sanki tersebut kepada masyarakat kelurahan/desa bersangkutan. 

b) Penangguhan dan pembatalan penyaluran BDL

1. Apabila berdasarkan penilaian STL DMC dan PJOK, TPK/Kerap dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja 
sesuai dgn ketentuan yang ditetapkan, maka pembayaran dana Tahap selanjutnya dapat ditangguhkan 
hingga TPK/Kerap telah memenuhi syarat yang ditetapkan proyek Re-Kompak. 

2. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh Fasrum, 
ternyata TPK/Kerap dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana dan kegiatan 
sebagaimana yang diharapkan, maka STL DMC dan PJOK berhak melaksanakan ketentuan Pembatalan 
Pembayaran Dana BDL.

3. Pembatalan Pembayaran BDL; 
TPK/Kerap Kedua menyerahkan hak otorisasi kepada STL DMC dan PJOK untuk membatalkan pembayaran 
dana BDL, sebagian atau seluruhnya, jika, menurut penelitian STL DMC dan PJOK, TPK/KERAP di 
kelurahan/desa ybs, tidak membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau 
gagal memenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan dalam proyek Re-Kompak, dengan pertanda atau indikator-
indikator sebagai berikut : 
a. TPK/KERAP terbukti tidak efektif mempersiapkan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonkstruksi 

permukiman;  
b. DTPL (Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan) tidak disusun secara partisipatif dengan melibatkan 

masyarakat di kelurahan/desa tersebut dan/atau bertentangan dengan kebijakan Pemerintah setempat; 
c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek tidak memuaskan dalam kurun waktu enam bulan 

pelaksanaan proyek pembangunan lingkungan;  
d. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dana BDL ;  
e. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai dasar yg melandasi rehabilitasi dan 

rekonstrusksi permukiman tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten; 
Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB BDL ini berlaku sebagai Surat 
Kuasa atau otorisasi dari TPK/KERAP kepada STL DMC dan PJOK untuk melaksanakan sanksi. Keduanya 
akan memberitahukan sanksi tersebut kepada masyarakat kelurahan/desa bersangkutan. 
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PENGECUALIAN

1. Pengecualian-pengecualian dalam pelaksanaan BDR oleh KP: 
a. Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar 

kemampuan pengendalian KP. Dalam keadaan demikian, KP wajib segera melaporkan kepada 
TPK/KERAP untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota TPK/KERAP. Selanjutnya 
TPK/KERAP melaporkan kepada STL (Sub Team Leader) DMC dalam batas waktu selambat-lambatnya 
3 hari setelah Rapat Anggota TPK/KERAP dimaksud dan keputusan harus diambil STL (Sub Team 
Leader) DMC dalam batas waktu 10 hari kalender; 

b. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan 
demikian, maka keputusan dimaksud harus segera dilaporkan oleh KP kepada TPK/Kerap dan 
kemudian TPK/Kerap harus melaporkan kepeda STL (Sub Team Leader) DMC dalam batas waktu 
selambat-lambatnya 3 hari dan keputusan diambil STL (Sub Team Leader) DMC dalam batas waktu 10 
hari;

Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali 
pencairan dana dapat juga terjadi jika KP melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan 
demikian, maka STL DMC harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang 
telah diterima mungkin harus dikembalikan segera oleh KP. 

2. Pengecualian-pengecualian dalam pelaksanaan BDL oleh TPK/KLERAP: 
a. Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar 

kemampuan pengendalian panitia/pokja pelaksana kegiatan. Dalam keadaan demikian, panitia/pokja 
wajib melaporkan kepada TPK/Kerap untuk diputuskan melalui suatu Rapat Anggota TPK/Kerap. 
Selanjutnya TPK/Kerap harus melaporkan kepada STL (Sub Team Leader) DMC dalam batas waktu 3 
hari kalender setelah Rapat Anggota TPK/Kerap dimaksud dan keputusan harus diambil STL (Sub Team 
Leader) DMC dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 hari kalender; 

b. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan 
demikian, maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada STL (Sub Team Leader) DMC dalam 
batas waktu 3 hari kalender dan keputusan diambil dalam batas waktu selambat-lambatnya10 hari 
kalender; 

Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali 
pencairan dana dapat juga terjadi jika panitia/pokja atau masyarakat pelaksana kegiatan melalaikan 
kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian, maka STL (Sub Team Leader) DMC harus 
mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Uang yang telah diterima mungkin harus 
dikembalikan segera oleh panitia/pokja atau masyarakat pelaksana kegiatan dan diserahkan kembali kepada 
TPK/Kerap. 

PERSYARATAN TEKNIS 

Tapak dan Bangunan

1. Rencana tapak dan tata letak bangunan perumahan harus digambarkan dalam Community Settlement 
Plan/Rencana Tindak Rehab dan Rekon Permukiman (CSP/RT-R2P) dan harus terpadu dan terkoordinasi 
dengan sistem prasarana (jaringan jalan dan drainage), utilitas (air bersih, gas, listrik dan telpon) dan sarana 
umum dalam kawasan kota/kabupaten yang bersangkutan. 

2. Tata letak rumah pada setiap kapling secara umum mengikuti aturan tata ruang yang berlaku dan secara 
khusus memperhitungkan garis sempadan bangunan dan koefisien dasar bangunan (building coverage) dan 
koefisien lantai bangunan setempat untuk yang bertingkat 

3. CSP/RT-R2P harus memuat informasi mengenai : 
 Kepemilikan tanah, rencana tapak dan tata letak bangunan,  
 Rumah tangga yang layak menerima bantuan hibah (BDR),  
 Peta identifikasi petak tanah masing-masing rumah tangga,  
 Peta kerusakan dan kehancuran rumah dan prasarana lingkungan  
 Rencana garis besar pelaksanaan pembangunan 

4. Antar perumahan KP dalam cakupan wilayah kelurahan/desa, juga harus memperhitungkan kebutuhan 
prasarana umum, utilitas umum dan sarana umum sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk kebutuhan 
setiap KP maupun kelompok KP  
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Rumah

1. Rumah yang akan dibangun merupakan rumah milik anggota KP yang bersangkutan 
2. Mempunyai luas sekurang-kurangnya 36 m2, yang memungkinkan untuk ruang tamu dan atau ruang 

makan/keluarga, kamar tidur, dapur, kamar mandi, cuci dan kakus  
3. Termasuk instalasi air bersih dan sanitasi serta instalasi listrik berikut kemungkinan jaringan instalasi lainnya 
4. Desain (rancang bangun) rumah tersebut harus memenuhi persyaratan peraturan bangunan (building code) 

dan kaidah struktur bangunan tahan gempa dan angin topan serta sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku 
setempat dan mendapat izin dari yang berwenang 

5. Rancang bangun dilengkapi dengan spesifikasi teknis untuk setiap komponen bangunan rumah  
6. Pilihan rancang bangun disepakati oleh anggota KP 

Konstruksi

1. Metoda konstruksi baik untuk pembangunan lingkungan maupun rumah ditetapkan oleh masyarakat setelah 
konsultasi dengan Fasilitator Perumahan. Dapat dilakukan secara swakarya (gotong royong), swakelola 
dengan menyewa tukang atau mandor atau penugasan ke pihak ketiga (kontraktor). 

2. Pembangunan lingkungan harus memperhatikan “pel banjir” dan kontour tanah sehingga memungkinkan 
terjadinya keterpaduan jaringan pelayanan prasarana dan utilitas dengan jaringan makro (kota atau 
kabupaten) 

3. Untuk pembangunan lingkungan prestasi kerja diperhitungkan atas dasar capaian pekerjaan dalam hitungan 
% capaian. Artinya berapa % pekerjaan telah diselasaikan. 

4. Untuk pembangunan rumah (rehabilitasi dan rekonstruksi) prestasi kerja dapat diperhitungkan atas dasar 
capaian pekerjaan dalam hitungan % capaian seluruh rumah KP ybs atau bangunan jadi (rumah utuh) yang 
telah selesai dari target KP ybs. 
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MDTFANS No. 55825-IND -- Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Aceh and Nias

T O T A L

Ditetapkan di ………..., ……………….. 2005
Proyek: MDTFANS No 55825-IND-Community Based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Aceh and Nias
Kepala Project Management Unit (PMU)

(------------------------------------------)

DAFTAR INDUK PENERIMA HIBAH 

Bank Pembayar6No. Nama Penerima Hibah1 Alamat (Desa/kelurahan; Kecamatan; 
Kota/kab)3No. Induk4 Jumlah pagu 

Hibah5Jenis Hibah2
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CONTOH TANDA TANGAN PJOK
Nama PJOK : …………………………………….
NIP : …………………………………….
Kecamatan : …………………………………….
Kabupaten/Kota : …………………………………….
Propinsi : …………………………………….
No.SK Bupati/Walikota : …………………………………….

CONTOH TANDA TANGAN SUB-TL DMC
Nama Sub-TL DMC : …………………………………….
Kecamatan : …………………………………….
Kabupaten/Kota : …………………………………….
Propinsi : …………………………………….

Ditetapkan di ………..., ……………….. 2005

Kepala Project Implementation Unit (PIU)

(------------------------------------------)

KARTU CONTOH TANDA TANGAN
MDTFANS No 55825 IND - Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project

for Aceh and Nias

Contoh Tanda Tangan Contoh Tanda Tangan Cap/Stempel PJOK

Contoh Tanda Tangan Contoh Tanda Tangan Cap/Stempel DMC
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- Jenis Hibah : …………………….…….………….. Realisasi Phisik  % progress
- SPPB Tgl. : …………………….…….…………..
- Pagu Hibah : ………………………….……………..
- No. Induk : ………………………….……………..

- Nama KERAP/TPK/KP : …………………….…….…………..
- Kel./Desa : ………………………….…….…….. Rekap realisasi dana JUMLAH (Rp.)
- Kecamatan : ………………………….…….…….. 1. Total HIbah yang disetujui (a)
- Kab./Kota : ……………………….…………….. 2. Penarikan Hibah s/d tahap lalu (b)
- Propinsi : ……………………….…………….. 3. Penarikan Hibah Tahap Ini (c)

4. Sisa Hibah yang Belum Ditarik (a-b-c)

Kepada BRI Kantor Cabang ...……………………… (Bank Pembayar)

Agar dilakukan pemindah bukuan / transfer secara penuh tanpa potongan atas beban Rekening Induk proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pemukiman Aceh/Nias No. Rek. …………………………………… pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh (Bank Koordinator) kepada:

- KERAP/TPK/KP : ……………………………3……………………yang mempunyai rekening pada:
- Bank : …………………………………………………………………, Cabang ……………………………………………………
- Alamat Bank : …………………………………………………………………
- No. Rekening : …………………………………………………………………

Jumlah Pembayaran Sebesar Rp.

Terbilang :

SURAT PERINTAH BAYAR

Dasar Pengeluaran Rincian Realisasi Hibah

No. SPB: …………………………………………
Tanggal: ……………………….

MDTFANS No. 55825-IND -- Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project for Aceh and Nias

Ketua Kelompok Penerima Hibah

………………………..

 Anggota Kelompok Penerima Hibah

……………………………..

Pernyataan Sub-TL DMC,
Kami telah meneliti bahwa penarikan/ penggunaan dana hibah telah 

dilaksanakan secara benar, dan menyanggupi untuk mengawasi 
pelaksanaan penggunaan dana tahap ini

……………………………..
Sub-TL DMC dan Stempel

Menyetujui untuk Dibayar,
PJOK Kec. ………………………………….

…………………………………….
NIP. …………………………….
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BAB V 
TATACARA PEMBUKUAN  

A.  Ketentuan Umum  

Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lingkungan (BDL) digunakan untuk membiayai 
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan Lingkungan yang terkena bencana tsunami 
dan/atau gempa bumi di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam merupakan bantuan hibah dari masyarakat 
Internasional yang diberikan kepada masyarakat melalui Kelompok Pemukim (KP)  dan Kerap/TPK.  

KP sebagai penerima dana BDR dan Kerap/TPK sebagai penerima BDL harus dapat menunjukkan 
kepada masyarakat dunia bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya tidaklah sia-sia. Dengan 
demikian, KP dan Kerap/TPK harus dapat mengelola dana tersebut secara benar, transparan dan 
akuntabel. 

Pembukuan, merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan 
keuangan KP dan Kerap/TPK. Dengan demikian maka semua transaksi keuangan harus dicatat 
dengan benar agar dapat disusun suatu Laporan Keauangan Bulanan BDR atau BDL. 

1. Pengertian pembukuan : 
 Secara sederhana pembukuan dapat diartikan sebagai pencatatan transaksi keuangan secara 

kronologis dan sistimatis. 

2. Tujuan : 
 Agar tersedia informasi pemasukan dan pengeluaran dana KP dan Kerap/TPK yang transparan 

dan akuntabel. 

3. Prinsip pembukuan : 
a) Kronologis (menurut urutan waktu), 
b) Sistimatis (menurut cara-cara tertentu), 
c) Informatif (dapat dimengerti/ difahami/ logis), 
d) Auditable (dapat diperiksa dan di audit) 

4. Pembukuan KP dan Kerap/TPK : 
 KP wajib mencatat administrasi keuangan KP dan Kerap/TPK wajib mencatat administrasi 

keuangan Kerap/TPK. Pembukuan yang dilakukan adalah sederhana, yaitu mencatat dana yang 
masuk dari  BRI ke rekening Tabungan KP atau Kerap/TPK di Bank, pengambilan uang dari 
rekening tabungan tersebut serta saldonya dan mencatat uang masuk, keluar dan saldo di Kas.   
Pembukuan tersebut terdiri dari 2 (dua) “buku utama” yaitu Buku Bank dan Buku Kas; dan 3 (tiga) 
“buku bantu”, yaitu Buku Belanja Material, Buku BOP dan Buku Upah  Tenaga Kerja.  Berdasarkan 
buku-buku tersebut maka disusun Laporan Keuangan Bulanan.

B.  Jenis-jenis Buku yang dipergunakan 

1. Buku  Bank : 
Digunakan untuk mencatat penerimaan transfer dana dari BRI ke rekening bank, penarikan 
tunai dari rekening bank dan saldo di bank 

2. Buku Kas :
Digunakan untuk mencatat penerimaan uang di Kas (dapat berasal dari penarikan uang 
tunai dari bank atau sumbangan tunai lain) serta pengeluaran untuk biaya operasional, 
belanja material dan upah tenaga kerja dan saldo Kas.  Setiap pemasukan dan 
pengeluaran uang kas harus ada bukti transaksi dan diberi penomoran bukti. 
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3. Buku Belanja Material :
Digunakan untuk mencatat pembelian material dan peralatan, yang dicatat sesuai dengan 
tanggal pembelian dan untuk setiap bon/kwitansi/nota pembelian. Setiap pembelian 
material dan peralatan harus ada bukti transaksi dan diberi penomoran bukti. 

4. Buku Dana BOP:
Digunakan untuk mencatat penggunaan dana BOP, yang dicatat sesuai dengan tanggal 
penggunaan dana dan untuk setiap bon/kwitansi/nota penggunaan dana BOP.  Setiap 
penggunaan dana BOP harus ada bukti transaksi dan diberi penomoran bukti. 

5. Buku Upah Tenaga Kerja:
Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja. Setiap pembayaran upah 
tenaga kerja harus ada bukti transaksi dan diberi penomoran bukti 

6. Laporan Keuangan Bulanan :
Digunakan untuk merekapitulasi kegiatan keuangan bulalan, yang mencatat Saldo awal 
Kas dan di Bank, mencatat pemasukan dana, pengeluaran-pengeluaran dana dan 
mencatat saldo akhir Kas dan di Bank. Laporan Keuangan KP dan Kerap/TPK harus dibuat 
setiap akhir bulan dan diumumkan kepada warga di papan pengumuman Kerap/TPK,  
minimum di 5 lokasi. 

Buku Kas  
(BK-2)

Buku Belanja 
Material (BK-3) 

Buku Bank 
(BK-1)

Buku BOP 
(BK-4)

Buku Upah TK
(BK-5)

Laporan Keuangan Bulanan
BK-6
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PETUNJUK PENGISIAN:  BUKU BANK (BK-1) 
Buku Bank digunakan untuk mencatat penerimaan transfer dana BDR atau BDL dari BRI ke rekening 
Bank,  penarikan dana tunai dari rekening bank dan saldo rekening bank. 

Cara Pengisian :
1. Kolom 1 (tanggal) : Diisi dengan tanggal transaksi. 
2. Kolom 2 (Uraian) : Diisi dengan penjelasan tentang transaksi, misal transfer dari BRI, atau 

penarikan tunai oleh Ketua/Bendahara dsb. 
3. Kolom 3 (Nomor Bukti) : Diisi dengan nomor bukti transaksi. Untuk transaksi masuk, penomoran 

bukti adalah: No.urut/UM-B. Untuk penarikan tunai, penomoran bukti adalah: No.Urut/UK-B 
4. Kolom 4 (Transaksi Masuk) : Diisi dengan nilai rupiah yang masuk ke rekening bank 
5. Kolom 5 (Transaksi Keluar) : Diisi dengan nilai rupiah yang ditarik dari rekening bank  
6. Kolom 6 (Saldo) : Diisi dengan saldo yang merupakan penjumlahan dari saldo sebelumnya 

ditambah uang masuk dikurangi uang keluar.  Jumlah saldo pada buku bank harus selalu sesuai 
dengan saldo rekening bank 

BUKU BANK 

Tanggal Uraian No Bukti Masuk 
Rp.

Keluar
Rp.

Saldo
Rp.

1 2 3 4 5 6

01/12/05 Setoran awal 01/UM-B 500.000 500.000 
08/12/05 Terima transfer BDR Thp1 (40%) 02/UM-B 168.000.000 168.500.000 
08/12/05 Tarik tunai -1 01/UK-B 33.000.000 136.500.000 
17/12/05 Tarik tunai -2 02/UK-B 27.000.000 108.500.000 
27/12/05 Tarik Tunai-3 03/UK-B 15.000.000 93.500.000 

PETUNJUK PENGISIAN :  BUKU KAS (BK-2)
Buku Kas digunakan untuk mencatat penerimaan dana KP (dapat berupa penarikan dana di Bank), 
mencatat pengeluaran uang tunai (pembelian material, upah tenaga, BOP), dan mencatat Saldonya.  
Buku Kas harus ditutup setiap akhir bulan. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 (tanggal) : Diisi dengan tanggal transaksi. 
2. Kolom 2 (Uraian) : Diisi dengan penjelasan tentang transaksi, misalnya penarikan tunai dari 

bank, pembayaran material, upah tenaga kerja ataupun penggunaan dana BOP dsb. 
3. Kolom 3 (Nomor Bukti) : Diisi dengan nomor bukti transaksi. Untuk transaksi masuk Kas, 

penomoran bukti adalah: No.urut/UM-K. Untuk transaksi pengeluaran Kas, penomoran bukti 
adalah: No.Urut/UK-K 

4. Kolom 4 (Transaksi Masuk) : Diisi dengan nilai rupiah yang masuk ke Kas 
5. Kolom 5 (Transaksi Keluar) : Diisi dengan nilai rupiah yang keluar dari Kas 
6. Kolom 6 (Saldo) : Diisi dengan saldo yang merupakan penjumlahan dari saldo sebelumnya 

ditambah uang masuk dikurangi uang keluar.  Jumlah saldo Kas harus selalu sesuai dengan 
uang tunai yang tersisa di Kas. 
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BUKU KAS 

Tanggal Uraian No Bukti Masuk 
Rp.

Keluar
Rp.

Saldo
Rp.

1 2 3 4 5 6
1-12-05 Pinjaman dr. Bp.syarief 1/UM- 500.000 1.000.000 

Setoran awal ke bank 1/UK-B 500.000 500.000 
Transport ke bank/kota 2/UK-OP 50.000 450.000 

2-12-05 Pembelian ATK- Toko Murah 3/UK-OP 200.000 250.000 
Konsumsi rapat-1 di Bp Ardian 4/UK-OP 50.000 200.000 

4-12-05 Konsumsi rapat-2 di Bp Syai 5/UK-OP 50.000 150.000 
6-12-05 Konsumsi rapat-3 di Bp Armin 6/UK-OP 50.000 100.000 
8-12-05 Tarik tunai dr bank -1 2/UM-B 33.000.000 33.100.000 

Bayar hutang Bp.Syarief 7/UK- 1.000.000 32.100.000 
9-12-05 Belanja material – Toko Harapan J 8/UK-BM 11.000.000 21.100.000 

Belanja material – Toko Maju Terus 9/UK-BM 18.950.000 2.150.000 
17-12-05 Tarik tunai dr bank - 2 3/UM-B 27.000.000 29.150.000 

Belanja material – Toko Adil 10/UK-BM 12.000.000 17.150.000 
18-12-05 Upah TK- Amat dkk (6org) 11-16/UK-TK 2.550.000 14.600.000 

Upah TK- Darno (6 org) 17-/UK-TK 2.500.000 12.100.000 
Upah TK – Abut (6org) 18/UK-TK 2.500.000 9.600.000 
Upah TK – Aris (12org) 19/UK-TK 5.000.000 4.600.000 
Upah TK – Sarwan(6org) 20/UK-TK 2.500.000 2.100.000 

27-12-05 Tarik tunai dr bank -3 4/UM-B 15.000.000 17.100.000 
28-12-05 Upah TK- Amat dkk (6org) 21-26/UK-TK 2.550.000 14.550.000 

Upah TK- Darno (6 org) 27-/UK-TK 2.500.000 12.050.000 
Upah TK – Abut (6org) 28/UK-TK 2.500.000 9.550.000 
Upah TK – Aris (12org) 29/UK-TK 5.000.000 4.550.000 
Upah TK – Sarwan(6org) 30/UK-TK 2.500.000 2.050.000 

-----------------  
Saldo Akhir Desember ==== 2,050,000 

PETUNJUK PENGISIAN : BUKU BELANJA MATERIAL (BK-3) 
Buku Belanja Material dan Peralatan digunakan untuk mencatat pembelian material dan peralatan 
pada bulan laporan, sehingga akan diketahui jenis material atau peralatan yang dibeli, volume / jumlah 
yang dibeli, nilai per unit, jumlah pembelian per jenis material / peralatan serta total pembelian dalam 
bulan laporan. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 (tanggal) : Diisi dengan tanggal transaksi. 
2. Kolom 2 (Nama Toko/Uraian) : Diisi dengan nama toko/supplier dan kemudian pada baris-baris 

dibawahnya diisi rincian jenis material/peralatan yang dibeli. 
3. Kolom 3 (Nomor Bukti) : Diisi dengan nomor bukti transaksi, sama dengan nomor bukti pada 

Buku Kas pada saat pembelian material/peralatan.  
4. Kolom 4 (Jumlah unit) : Diisi dengan jumlah unit barang yang dibeli 
5. Kolom 5 (Harga per unit) : Diisi dengan harga satuan per unit  
6. Kolom 6 (Jumlah harga) : Diisi dengan total harga material/alat yang dibeli.  
7. Kolom 7 (Total Pembayaran) : Diisi dengan jumlah pembayaran ke  toko/supplier dari berbagai 

material/peralatan yang dibeli pada toko/supplier dimaksud 
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BUKU BELANJA MATERIAL 

Tanggal Nama
Toko/Uraian No Bukti Jumlah

Unit
Harga

per unit 
Jumlah
Harga

Total
Pembayaran

1 2 3 4 5 6 7

9-12-05 Toko Harapan J 8/UK-BM (rincian  dibawah) 11.000.000
1. Pasir 10 truk 500.000 5.000.000 
2. Semen 50 zak 30.000 1.500.000 
3. Besi beton 100 bt 25.000 2.500.000 
4. Papan cor 200 lbr 10.000 2.000.000 

9-12-05 1. Ember/cangkul/alat 5 set 30.000 150.000 
2. kawat tali 30 kg 10.000 300.000 
3. Batu belah 100 m3 35.000 3.500.000 
4. batako 50,000 3000 15.000.000

Toko Maju Terus 9/UK-BM 18,950.000

27-12-05 1. Batu slpit 10 truk 400.000 4.000.000 
2. Semen 100 zak 30.000 3.000.000 
3. Pasir beton 10 truk 500.000 5.000.000

Toko ADIL 10/UK-BM 12.000.000
-----------------

Total Desember === 41.950.000

PETUNJUK PENGISIAN: BUKU BOP (BK-4)
Buku BOP digunakan untuk mencatat alokasi dana BOP dan pengeluaran biaya operasional dan 
pembelian barang-barang inventaris. 

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 (tanggal) : Diisi dengan tanggal transaksi. 
2. Kolom 2 (Nama Toko / penerima dana) : Diisi dengan nama toko/supplier atau penerima 

pembayaran dan kemudian pada baris-baris dibawahnya diisi rincian jenis barang yang dibeli 
atau kegiatan yang dibayar 

3. Kolom 3 (Nomor Bukti) : Diisi dengan nomor bukti transaksi, sama dengan nomor bukti pada 
Buku Kas pada saat pembelian barang atau pengeluaran BOP. 

4. Kolom 4 (Jumlah unit dan harga) : Diisi dengan keterangan jumlah unit/satuan yang dibeli dan 
harga per unit/satuan 

5. Kolom 5 ((Total Pembayaran) : Diisi dengan jumlah pembayaran ke  toko/supplier dari berbagai 
barang yang dibeli pada toko/supplier dimaksud atau pengeluaran BOP tsb 

BUKU BOP 

Tanggal Nama Toko / Penerima 
dana No Bukti Uraian, Jumlah unit 

dan harga 
Total

Pembayaran 
1 2 3 4 5

1-12-05 Bp Abidin 2/UK-OP Transport ke bank/kota 50.000
2-12-05 Toko MURAH 3/UK-OP Pembelian ATK: 200.000

1 rim kertas @40rb= 40rb 
10 spidol@6rb= 60rb 
Fotocopy formulir = 40rb 
1 Papan tulis = 60rb 
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2-12-05 Bp Ardian 4/UK-OP Kosumsi rapat -1 50.000
4-12-05 Bp. Syai 5/UK-OP Konsumsi rapat-2 50.000
6-12-05 Ibu Armin 6-UK-OP Konsumsi rapat-3 50.000

---------------------------------- ------------------
Total Desember = 400.000

PETUNJUK PENGISIAN : BUKU UPAH TENAGA KERJA (BK-5)
Buku Upah Tenaga Kerja digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja. Seyogyanya 
tenaka kerja dibayarkan setiap minggu sekali (biasanya setiap hari Sabtu).  

Cara Pengisian : 
1. Kolom 1 (tanggal) : Diisi dengan tanggal transaksi. 
2. Kolom 2 (Nama TK) : Diisi dengan nama tenaka kerja yang menerima upah 
3. Kolom 3 (Nomor Bukti) : Diisi dengan nomor bukti transaksi, sama dengan nomor bukti pada 

Buku Kas pada saat pembayaran upah tenaga kerja. 
4. Kolom 4(Dari tanggal s/d tanggal) : Diisi dengan  pembayaran tersebut dihitung sejak tanggal 

kapan sampai dengan tanggal kapan.  
5. Kolom 5 (Jumlah hari kerja) : Diisi dengan jumlah hari kerja yang dibayar.  
6. Kolom 6 (Upah per hari):  Diisi dengan upah per hari 
7. Kolom 7 (Jumlah Upah) : Diisi dengan jumlah upah yang dibayarkan kepada TK dimaksud. 

BUKU UPAH TENAGA KERJA 

Tanggal Nama TK No Bukti Dari tgl 
sd tgl 

Jumlah
hari
kerja

Upah per 
hari (Rp) 

Jumlah Upah 
(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

18-12-05 Amat 11/UK-TK 9-18/des 10 50.000 500.000
Amit 12/UK-TK 9-18/des 10 50.000 500.000
Suryo 13/UK-TK 9-18/des 10 50.000 500.000
Abad 14/UK-TK 9-18/des 10 35.000 350.000
Apri 15/UK-TK 9-18/des 10 35.000 350.000
Zein 16/UK-TK 9-18/des 10 35.000 350.000

18-12-05 Darno/mandor 17/UK-TK 9-18/Des 10hr, 6org borong 2.500.000
18-12-05 Abud/mandor 18/UK 9-18/Des 10hr, 6org borong 2.500.000
18-12-05 Aris/mandor 19/UK 9-18/Des 10hr, 12org borong 5.000.000
18-12-05 Armin/mandor 20/UK 9-18/Des 10hr, 6org borong 2.500.000

28-12-05 Amat dkk (6) 21-26/UK-TK 19-28/Des 10 35-59 rb 2.550.000
28-12-05 Darno/mandor 17/UK-TK 19-28/Des 10hr, 6org borong 2.500.000
28-12-05 Abud/mandor 18/UK 19-28/Des 10hr, 6org borong 2.500.000
28-12-05 Aris/mandor 19/UK 19-28/Des 10hr, 12org borong 5.000.000
28-12-05 Armin/mandor 20/UK 19-28/Des 10hr, 6org borong 2.500.000

--------------- -------------------
Total Desember 30.100.000
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 PETUNJUK PENGISIAN :  LAPORAN KEUANGAN BULANAN (BK-6) 

Laporan Keuangan Bulanan harus disusun oleh KP dan Kerap/TPK pada setiap akhir bulan dan 
dilaporkan kepada warga masyarakat melalui papan pengumuman Kerap/TPK. 

Cara Pengisian : 
1. Nama KP atau Kerap/TPK:  Diisi dengan nama KP atau Kerap/TPK 
2. Alamat : Diisi dengan Alamat lengkap, termasuk Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota 

serta Propinsi. 
3. Jenis Kegiatan : Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. 
4. Jumlah Pagu BDR / BDL: Diisi dengan nilai rupiah BDR atau BDL yang diterima. 
5. Bulan : Diisi dengan bulan laporan (misalnya Januari 2005 dsb).

6. Saldo awal :  
a. Bank : Diisi dengan saldo uang di rekening bank  pada awal bulan laporan, lihat BK-1 
b. Kas : Diisi dengan saldo uang tunai di Kas pada awal bulan laporan, lihat BK-2. 
c. Jumlah : Diisi dengan menjumlahkan butir a dan b. 

7. Pemasukan : 
a. Transfer dana dari BRI : Diisi dengan nilai rupiah yang ditransfer oleh BRI ke rekening bank 

pada bulan Laporan, lihat BK-1 
b. Sumbangan Tunai:  Diisi dengan nilai rupiah sumbangan tunai (apabila ada), lihat BK-2 
c. Bunga Bank : Diisi dengan nilai rupiah bunga bank pada bulan laporan, lihat BK-1 
d. Jumlah Pemasukan : Diisi dengan menjumlahkan butir a, b dan c. 

8. Pengeluaran : 
a. Belanja material : Diisi dengan nilai rupiah belanja material dan peralatan pada bulan 

laporan, sesuai dengan BK-3 
b. BOP : Diisi dengan pengeluaran-pengeluaran biaya operasional pada bulan laporan, 

sesuai dengan BK-4 
c. Upah tenaga kerja : Diisi dengan nilai rupiah upah tenaga kerja pada bulan laporan, sesuai 

BK-5
d. Biaya administrasi Bank : Diisi dengan nilai rupiah biaya administrasi Bank (lihat BK-1). 
e. Jumlah Pengeluaran : Diisi dengan cara menjumlahkan butir a, b, c dan d. 

9. Saldo akhir : 
a. Bank : Diisi dengan nilai rupiah saldo uang KP di Bank pada akhir bulan laporan, lihat BK-1 
b. Kas : Diisi dengan nilai rupiah uang tunai KP yang ada di Kas pada akhir bulan laporan, 

lihat BK-2 
c. Jumlah : Diisi dengan menjumlahkan butir a dan b. Dimana jumlahnya harus sama dengah 

Saldo awal + Jumlah Pemasukan -  Jumlah Pengeluaran)  
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Contoh From No: BK-6

Nama KP*/ Kerap* / TPK* :  Mawar Putih               
Alamat    :  kel.gampong baru, kec.meunasah, kota bd.aceh, NAD 

Jenis Kegiatan   :  Pembangunan rumah baru, 10 unit 
Pagu dana BDR / BDL   :  Rp420.000.000,- 

LAPORAN KEUANGAN BULANAN 
Bulan Desember 2005 

1. SALDO AWAL : 
  a. Bank    : Rp.0,- 
  b. Kas    : Rp.0,- 

c. Jumlah        : Rp.0                ,                           

2. PEMASUKAN : 
a. Transfer dana dari BRI  : Rp.168.000.000 
b. Sumbangan tunai   : Rp.                  0 
c. Bunga Tabungan    : Rp.                  0,- 
d Jumlah Pemasukan      : Rp.168.000.000

      
3. PENGELUARAN : 

a. Belanja material    : Rp  41.900.000 
b. BOP    : Rp       400.000 
c. Upah Tenaga kerja  : Rp  30.100.000 
d. Administrasi Bank  : Rp                  0 
e. Jumlah Pengeluaran      : Rp. 72.450.000          

4. SALDO AKHIR : 
 a. Bank    : Rp  93.500.000 
 b. Kas    : Rp    2.050.000
 c. Jumlah        : Rp. 95.500.000

Banda Aceh, 31 Des 2005 

 Ketua KP       Bendahara KP 

(………………………)          (…………………………) 

Koordinator Kerap/TPK 

       (…………………………….) 
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Nama KP* / Kerap* / TPK*:              Form - BK-1 
Alamat  :         Halaman:........ 
Jenis Kegiatan : 
Pagu Dana BDR* / BDL* : Rp ........
(* coret yang tidak sesuai) 

BUKU BANK 

Tanggal Uraian No Bukti Masuk
Rp.

Keluar 
Rp.

Saldo 
Rp.

1 2 3 4 5 6

Ketua KP            Bendahara KP 

(………………………)      (……….…….………….)  
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